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KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat-Nya,
sehingga Laporan Sistem Pengendalian Intern (SPI) Biro Sumber Daya Manusia
Aparatur dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan
Perikanan Triwulan IV Tahun 2022 dapat dilaksanakan dengan baik. Penyusunan
laporan ini merupakan pelaksanaan amanat Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan nomor PER.10/MEN/2016 tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP) Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Laporan SPI Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi,
Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan dimaksudkan untuk
memberikan penjelasan mengenai Sistem Pengendalian Intern (SPI) di lingkup
Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi yang berisi tentang
penyelenggaraan SPl, hambatan dalam pelaksanaan, rencana pemecahan
masalah dan tindak lanjut pemecahan masalah pada Biro Sumber Daya Manusia
Aparatur dan Organisasi. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan
efisiensi manajemen karena semua risiko yang dapat menghambat proses
organisasi/unit kerja telah diidentifikasi dan dianalisis.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah
berkontribusi dalam penyusunan Laporan SPI ini. Selanjutnya, kami berharap
dengan terlaksananya SPI ini, kinerja Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan
Organisasi ke depan akan jauh lebih baik dalam mendukung tugas pokok dan

fungsi Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Kepala Biro Sumber Daya Manusia
Aparatur dan Organisasi,

i
Sekretariat Jenderal KKP
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RINGKASAN EKSEKUTIF

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan proses
tindakan dan kegiatan secara integral yang dilakukan secara terus menerus oleh
pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas
tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efisien dan efektif, keandalan
pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan
perundang-undangan. Pelaksanaan SPl pada Biro Sumber Daya Manusia
Aparatur dan Organisasi, Sekretariat Jenderal KKP mengacu kepada
pelaksanaan SPI KKP yang berupaya mewujudkan salah satu indikator kinerja
KKP untuk mencapai predikat wajar tanpa pengecualian, yakni pada pengelolaan
keuangan, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), dan pengadaan barang dan
jasa pemerintah.

SPI| adalah sebuah upaya yang dilaksanakan oleh Biro Sumber Daya
Manusia Aparatur dan Organisasi, Sekretariat Jenderal KKP dari jajaran pimpinan
sampai pelaksana untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengelola, serta
menangani berbagai risiko yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan dan
sasaran organsaisi, output dan outcome.

Dalam penerapan SPI, Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan
Organisasi, Sekretariat Jenderal KKP sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022
terus berupaya memberikan pemahaman dan kesadaran kepada pegawai lingkup
Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi, Sekretariat Jenderal KKP

akan pentingnya pelaksanaan SPI.

i
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BAB |
GAMBARAN UMUM PENYELENGGARAAN
SPIP BIRO SDM APARATUR DAN ORGANISASI

Penerapan konsep kendali melekat (soft control) secara terintegrasi ke
dalam kegiatan dan tindakan di Biro SDM Aparatur dan Organisasi, sebagai
amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), memerlukan suatu strategi dan
perencanaan untuk mengarahkan efektivitas pengembangannya. Gambaran
umum desain penyelenggaraan SPIP meliputi latar belakang penyusunan desain
penyelenggaraan SPIP, dasar hukum, tujuan, manfaat, ruang lingkup, dan

metodologi pengembangan SPIP.

1.1 Latar Belakang

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 menyebutkan bahwa
untuk meningkatkan kehandalan laporan keuangan dan laporan kinerja,
setiap entitas pelaporan dan akuntansi wajib menyelenggarakan Sistem
Pengendalian Intern (SPI) sesuai dengan ketentuan perundang-
undanganan terkait. Sebagai salah satu pilar reformasi birokrasi
sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, SPI memiliki peran yang sangat
penting dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik dengan birokrasi
pemerintahan yang profesional, berintegritas tinggi, menjadi pelayan
masyarakat dan abdi negara.
Salah satu indikator utama Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah
mewujudkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam penyusunan
laporan keuangan. Dalam rangka mewujudkan indikator tersebut khususnya
implementasi SPI, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) masih fokus
pada pengelolaan keuangan, pengamanan aset, dan pengadaan barang
dan jasa pemerintah. Selain hal tersebut dalam mewujudkan kredibilitas

laporan keuangan, pengamanan aset negara, dan

6
Laporan SPI Biro SDM Aparatur dan Organisasi Triwulan IV Tahun 2022



1.2

ketaatan pada peraturan perundang-undangan juga menerapkan Sistem
Pengendalian Intern dalam setiap pengambilan keputusan dengan
menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.
10/MEN/2016 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai pengganti Peraturan
Menteri Kelautan dan Perikanan nomor PER.20/MEN/2011 dan Keputusan
Kepala Biro SDM Aparatur Nomor 248/SJ.2/KP.112/1/2019 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Lingkup Biro SDM Aparatur.
Dengan adanya laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Biro SDM
Aparatur dan Organisasi diharapkan dapat memberikan penjelasan
mengenai akuntabilitas, pelaksanaan SPI, serta kendala dalam
implementasinya, sehingga semua kendala tersebut dapat menjadi prioritas
dalam penyelesaian setiap permasalahan pelaksanaan kegiatan di tahun

mendatang.

Dasar Hukum
Dasar Hukum penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

(SPIP) adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi,
dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3851);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republikindonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
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Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4355);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004, tetang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6
Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5494);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4890);

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 Tentang Kementerian
Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 5);

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2014
Tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Akses Data

Dalam Rangka Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab
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Keuangan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 42);

11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomorl0/PERMEN-
KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP) Lingkup Kemetnerian Kelautan dan Perikanan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 794);

12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-
KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan
Perikanan(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);

13. Keputusan Kepala Biro SDM Aparatur nomor 248/SJ.2/KP.112/1/2019
tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Lingkup Biro
SDM Aparatur TA. 20109.

Maksud dan Tujuan

Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Sistem
Pengendalian Intern di lingkup Biro SDM Aparatur dan Organisasi, maka
dibentuk Tim Sistem Pengendalian Intern Pemerintah lingkup Biro SDM
Aparatur dan Organisasi. Tim SPIP Biro SDM Aparatur dan Organisasi
memiliki tugas dan tanggungjawab agar terlaksananya pengendalian intern
di lingkup Biro SDM Aparatur dan Organisasi sesuai yang diharapkan, yaitu
pengendalian intern yang akuntabel dan handal serta tercapainya tujuan
organisasi Biro SDM Aparatur dan Organisasi melalui kegiatan yang efektif
dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan
ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di lingkup satuan kerja Biro
SDM Aparatur dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan

dan perikanan.

Ruang Lingkup

Pelaksanaan Implementasi SPIP yang dilaksanakan oleh Tim Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah Biro SDM Aparatur dan Organisasi
hanyalah pada kegiatan yang terdapat pada satuan kerja Biro SDM
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Aparatur dan Organisasi sehingga dapat meningkatkan kinerja dan
efektifitas dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran dan tercapai
pengelolaan keuangan negara yang efektif, ekonomis, efisien, transparan

dan bertanggungjawab.

Sistematika Penyajian Laporan
Agar laporan ini dapat dipahami oleh pembaca dan dapat
memberikan manfaat yang sebesar-besarnya, maka laporan akan disajikan

dengan sistematika sebagai berikut:

Bab | Pendahuluan:

Pada Bab ini menyajikan mengenai latar belakang penyusunan laporan
SPIP, dan juga menjelaskan mengenai dasar hukum penyusunan laporan.
Selanjutnya di bab ini dijelaskan juga maksud dan tujuan laporan. Ruang
lingkup laporan juga dijelaskan untuk menggambarkan meliputi apa saja
laporan SPI yang disusun. Pada bagian akhir bab ini disajikan mengenai

sistematika penyajian laporan.

Bab Il Konsep SPIP:

Bab ini menjelaskan secara umum mengenai definisi dan karakteristik SPIP,

unsur-unsur SPIP, tahapan pelaksanaan, fokus pelaksanaan SPIP, serta

kondisi SPIP Biro SDM Aparatur dan Organisasi hingga saat ini.

Bab Il Analisa:

Bab ini menyajikan analisa yang dilaksanakan terhadap pelaksanaan SPIP
di lingkup Biro SDM Aparatur dan Organisasi. Penyajian analisa
berdasarkan form SPIP yang disusun. Pada akhir bab menyajikan analisa
terhadap permasalahan dalam pelaksanaan SPIP Biro SDM Aparaturdan

Organisasi.

Bab IV Kesimpulan dan Saran:

Dalam Bab ini menyimpulkan analisa yang telah dilakukan yang selanjutnya
menjelaskan kekurangan dan kelemahan yang ditemui diberikan saran
perbaikan untuk peningkatan kualitas pelaksaaan SPIP di masa yang akan
datang.
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BAB Il
STRATEGI PENYELENGGARAAN SPIP

Strategi Penerapan SPIP berisi penyiapan persyaratan sebelum rencana
penerapan SPIP dioperasionalkan. Bab ini menguraikan bagaimana membangun
kepedulian dari setiap personel tentang peranan penyelenggaraan SPIP di
lingkupBiro SDM Aparaturdan Organisasi, amanat penerapan SPIP, penetapan
dan perumusan tujuan SPIP, penetapan tahapan pengembangan SPIP,
penetapan unit kerja yang menjadi prioritas pengembangan SPIP, serta peta

strategis untuk efisiensi dan efelitivitas kegiatan operasional.

2.1 Struktur Organisasi dan Tujuan Strategis Biro SDM Aparatur dan
Organisasi
Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Kelautan dan Perikanan, Biro SDM Aparatur dan Organisasi mempunyai
Struktur Organisasi sebagai berikut:

2.1.1 Struktur Organisasi Biro SDM Aparatur dan Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI BIRO SDM APARATUR
DAN ORGANISASI
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
PERIODE 1 JULI 2022

BIRO SDM APARATUR DAN
ORGANISASI
[ [ [ [ |
KOORDINATOR
KOORDINATOR KOORDINATOR MUTASI ROOHINATOR. MANAJEMEN KINERJA DAN KOORDINATOR.
PERENCAAN & PENGEMBANGAN JABATAN FUNGSIONAL REFORMASI BIROKRASI ORGANISASI DAN TATA LAKSANA
SETJEN

SUBKOORDINATOR SUBKOORDINATOR SUBKOORDINATOR .SUBKOORDINATOR SUBKOORDINATOR

A PERENCANAAN S10AM AlTHTINCAS 2 ATAN FLINC S3ORAL MANAJEMEN KINERJA DAN e
[ PROMOSI DAN ALIHTUGAS JABATAN JABATAN FUNGSIONAL | —mromn/& KEPEGAWNAN ORGANISAS!
SUBKOORDINATOR SUBKOORDINATOR SUBKOORDINATOR SUBKOORDINATOR

e L NG | kst REFORUAS BROKEAS! e

SUBKOORDMATOR SUBKOORDINATOR SUBKOORDINATOR
— % L e e a A ceris L |  ASATAN FUNGSIONAL W - TATA USAHA
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2.1.2 Tujuan Strategis Biro SDM Aparatur dan Organisasi
Tujuan adalah suatu hal yang akan dicapai atau dihasilkan

dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan
ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta
didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis, juga mengarahkan
perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka
merealisasi misi. Tujuan perencanaan strategis Biro SDM Aparatur
dan Organisasi adalah untuk mengoptimalkan:
1. Pelayanan pembinaan, perencanaan dan pengembangan Sumber

Daya Manusia Aparatur;
2. Pelayanan mutasi Sumber Daya Manusia Aparatur yang tepat

waktu;
3. Pelayanan administrasi jabatan fungsional yang tepat waktu; dan
4. Pelayanan administrasi Sumber Daya Manusia Aparatur;
dengan sasaran PNS Kementerian Kelautan dan Perikanan yang
profesional, akuntabel, dan inovatif untuk mendukung pelayanan
informasi Kepegawaian KKP. Berdasarkan uraian tersebut, maka
tujuan Biro SDM Aparatur dan Organisasi ditetapkan sebagai berikut:
Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Aparatur dan Organisasi
Kelautan dan Perikanan yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan.

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh
instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam
kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah
ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan dari
pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan.
Setiap indikator sasaran disertai rencana tingkat capaian (target)
masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun
waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan
tujuan yang ditetapkan dalam rencana stratejik.

Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator
yang terukur sehingga Biro SDM Aparatur dan Organisasi mempunyai
tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan dalam mendukung kinerja

Sekretariat Jenderal yang dapat dioptimalkan untuk mencapai sasaran
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pembangunan SDM Aparatur di lingkungan Kementerian Kelautan

dan Perikanan.

2.2 Tugas dan Fungsi Biro SDM Aparatur dan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Kelautan dan Perikanan, Biro SDM Aparatur dan Organisasi adalah unit
organisasi di dalam lingkup Sekretariat Jenderal yang berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada Menteri Kelautan dan Perikanan. Sekretariat
Jenderal yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal mempunyai tugas
menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan
pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di

lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Biro
Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi mempunyai tugas
melaksanakan koordinasi dan pengelolaan sumber daya manusia aparatur,
organisasi dan tata laksana, serta koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan

reformasi birokrasi.

Penyelenggaran fungsi Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan
Organisasi sebagai berikut:

a. Koordinasi, penyusunan, dan pelaksanaan perencanaan,
pengembangan, manajemen talenta, monitoring dan evaluasi

pembinaan sumber daya manusia aparatur;

b. Koordinasi, alih tugas jabatan, kepangkatan, penghargaan, disiplin,

pemberhentian, dan pemensiunan pegawai;

c. Koordinasi, penyusunan, dan pelaksanaan pengkajian, analisis,
pembinaan, pengembangan, dan pengelolaan administrasi angka kredit,

serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan jabatan fungsional;
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2.3

d. Koordinasi dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi penilaian prestasi

kerja pegawai;

e. Koordinasi, penyusunan, dan pelaksanaan pengelolaan sistem, data,

informasi, dan arsip kepegawaian;

f. Koordinasi dan fasilitasi, analisis, penataan, dan evaluasi organisasi,

dan tata laksana;
g. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi;

h. Pelaksanaan urusan ketatausahaan biro.

Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Biro SDM Aparatur dan
Organisasi

Desain penyelenggaraan SPIP disesuaikan dengan karakteristik,
fungsi, sifat, tujuan dan kompleksitas serta perencanaan anggaran dengan
tujuan untuk mendekatkan konsep pengendalian intern terhadap kegiatan
Unit Kerja/Satuan Kerja (Satker) yang berada di Biro SDM Aparatur dan
Organisasi. Untuk kemudahan dan kelancaran penyelenggaraan SPIP
dilakukan pengintegrasian antar unsur SPIP dan pengaturan langkah-
langkah yang dilaksanakan dalam mengembangkan masing-masing unsur
sebagai bentuk konkrit penyelenggaraan SPIP. Penyelenggaraan SPIP
dimulai dari pemahaman terhadap peran strategis dengan mengacu kepada
tugas, fungsi dan definisi SPIP. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor
60 Tahun 2008, penyelenggaraan SPIP merupakan suatu proses yang
integral atas tindakan manajerial dan kegiatan operasional yang dilakukan
secara terus menerus oleh seluruh pejabat dan pegawai, untuk memberikan
keyakinan yang memadai atas tercapainya:
1. Kegiatan yang efektif dan efisien;
2. Keandalanpelaporan keuangan;
3. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
4

Pengamanan aset di Biro SDM Aparatur dan Organisasi.
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Penerapan 5 (lima) unsur SPIP dilaksanakan secara menyeluruh
serta menjadi bagian integral dari akuntabilitas seluruh kegiatan. Adapun

Pelaksanaan SPIP dimaksud terdiri dari, yaitu:

1. Lingkungan Pengendalian (Control Environment)

Lingkungan pengendalian adalah kondisi yang diciptakan dalam
suatu unit kerja sehingga akan mempengaruhi efektifitas kinerja unit
kerja, oleh sebab itu sebagaimana termasuk pada pasal 12 Permen KP
nomor 20 tahun 2011, setiap pimpinan unit kerja dilingkungan
kementerian harus menciptakan dan memelihara lingkungan
pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk
penerapan SPI dilingkungan kerjanya melalui:

a) Penegakan integritas dan etika;

b) Komitmen terhadap kompentensi;

c) Kepemimpinan yang kondusif;

d) Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;

e) Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;

f) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang
pembinaan sumberdaya manusia;

g) Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah (APIP)
yang efektif;

h) Hubungan kerja yang baik antar satuan kerja di lingkungan

kementerian dan instansi pemerintah terkait.

2. Penilaian Risiko (Risk Assessment)

Penilaian risiko dimaksudkan agar setiap satker dapat mengelola
setiap risiko dalam pelaksanaan kegiatan di unit kerjanya yang dapat
mengancam visi, misi, tujuan dan sasaran. Penilaian risiko dilaksanakan
melalui:

a) ldentifikasi risiko di awal perencanaan kegiatan;
b) Penetapan titik risiko kegiatan, dan

c) Analisis risiko.
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3. Kegiatan Pengendalian (Control Aktivities)

Untuk mengatasi risiko dan mematikan adanya kepatuhan
terhadap arahan pimpinan yang sudah ditetapkan, pimpinan unit kerja
wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan
ukuran,kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi unit kerja yang

bersangkutan.

4. Informasi dan komunikasi (Information and Communication)

Teknologi informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan
proses, pemakaian sebagai alat bantu, pengelolaan informasi, serta
manipulasi informasi. Teknologi komunikasi merupakan semua hal yang
berkaitan dengan pemakaian alat bantu untuk memperoses serta

mentransfer data dari perangkat satu ke perangkat lainnya.

5. Pemantauan Pengendalian Intern (Monitoring)

Pemantuan Pengendalian Intern merupakan proses penilaian
atas mutu Kkinerja sistem pengendalian intern dan proses yang
memberikan keyakinan bahwa temuan audit dan evaluasi lainnya segera
ditindaklanjuti.

Penerapan pemantuan pengendalian intern dilaksanakan melalui:

a. Pemantauan berkelanjutan diselenggarakan melalui kegiatan
pengelolaan rutin, supervisi, pembandingan, rekonsiliasi, dan tindakan
lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas.

b. Evaluasi terpisah diselenggarakan melalui penilaian sendiri, reviu, dan
pengujian efektivitas Sistem Pengendalian Intern.Evaluasi terpisah
dapat dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah atau pihak
eksternal pemerintah. Evaluasi terpisah dapat dilakukan dengan
menggunakan daftar uji pengendalian intern.

c. Tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya harus segera
diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme
penyelesaian rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya yang

ditetapkan.
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Pelaksanaan unsur-unsur SPIP tersebut menyatu dan menjadi
bagian integral dalam penyelenggaraan kegiatan dan fungsi organisasi
serta tergambar dalampedoman, dan Standar Operational Procedur
(SOP) yang telah ditetapkan dalam mengatur penyelenggaraan kegiatan
dan fungsi organisasi.

Dalam pelaksanaan SPIP melalui beberapa tahapan:

1. Pemahaman
a) Pembinaan

b) Fokus Grup Diskusi (FGD)

2. Pelaksanaan
a) Internalisasi

b) Pendokumentasian
3. Pelaporan
4. Pengembangan Berkelanjutan
5. Evaluasi

2.4 Fokus Pelaksanaan SPIP Lingkup Biro SDM Aparatur dan Organisasi

Fokus pelaksanaan SPIP di Biro SDM Aparatur dan Organisasi akan
difokuskan melalui 3 (tahap) kegiatan, berupa Pengendalian Rutin, yaitu
akan difokuskan pada kegiatan/pekerjaan keseharian. Pada kegiatan ini
diterapkan system Control Self Assesment, yang artinya pegawai dalam
melaksanakan pekerjaan sehari-hari harus bisa melaksanakan kontrol
terhadap dirinya sendirinya, harus mengetahui mana yang menjadi tugas

dan tanggungjawabnya.

Tahap berikutnya adalah Pengendalian Berkala, pada tahap ini
sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-
KP/2016 Tentang Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kementerian
Kelautan dan Perikanan, maka fokus kegiatannya adalah mengendalikan
kegiatan/pekerjaan terkait Pengendalian Kapasitas SDM Pengelola
Keuangan, Pengendalian Penyusunan Anggaran, Pengendalian Pengadaan
Barang/Jasa, Pengendalian BMN, Pengendalian Penyelesaian Kerugian

Negara, dan Pengendalian Penyerapan Anggaran.
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2.5

Dan yang terakhir adalah Pengendalian dengan pendekatan
Manajemen Risiko, pada tahap fokus kegiatan yang dilaksanakan adalah
melaksanakan identifikasi risiko terhadap kegiatan-kegiatan yang

mendukung IKU/IKK Kementerian.

Pembentukan Tim SPIP Lingkup Biro SDM Aparatur dan Organisasi
Tahun 2022

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor:
PER.10/MEN/2016 secara umum tugas TimSistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP) Biro SDM Aparatur dan Organisasi adalah sebagai
berikut:

1 Menyusun rencana kerja penyelenggaraan SPIP di lingkup Biro SDM
Aparatur dan Organsasi;

2. Melakukan koordinasi penyelenggaraan SPIP di lingkup unit eselon |
masing-masing;

3. Membantu Pimpinan Unit Kerja melakukan analisis untuk menetapkan
rencana kebijakan dan aktivitas/kegiatan yang perlu dilakukan
pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko, dan selanjutnya
menyampaikan kepada Pimpinan Unit Eselon | melalui Sekretaris Unit
Eselon | untuk dilakukan tindakan pengendalian;

4. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengendalian dengan pendekatan
manajemen risiko di lingkup unit eselon | masing-masing;

5 Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan SPIP di
lingkup unit eselon | masing-masing setiap triwulan;

6. Melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan SPIP yang meliputi
bimbingan, supervisi, dan pelatihan SPIP di Satuan Kerja lingkup unit
Eselon | masing-masing, dan;

7. Membuat laporan secara berkala setiap bulan paling lambat tanggal 10
(sepuluh) pada bulan berikutnya yang disampaikan kepada Pejabat

Eselon | dan Satuan Tugas SPIP Kementerian.
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2.6 Kondisi Pelaksanaan SPIP Lingkup Biro SDM Aparatur dan Organisasi

Secara umum pelaksanaan SPIP Biro SDM Aparatur dan Organisasi
triwulan IV Tahun 2022 telah melaksanakan kegiatan pengendalian, baik
pengendalian rutin, pengendalian berkala dan pengendalian dengan
pendekatan manajemen risiko. Untuk pelaksanaan pengendalian dengan
pendekatan manajemen risiko, dilaksanakan pada kegiatan yang diduga
memiliki risiko yang cukup signifikan seperti misalnya pada kegiatan
Pengadaan ASN (CASN dan PPPK), Assessment Pegawai KKP, dan
Layanan Pembinaan Jabatan Fungsional (JF).
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BAB Il
PENYELENGGARAAN SPIP DI LINGKUP SATKER BIRO SUMBER DAYA
MANUSIA APARATUR DAN ORGANISASI

Tahapan penyelenggaraan SPIP di lingkup Biro SDM Aparatur dan Organisasi

meliputi beberapa tahapan sebagai berikut:

3.1 Pemahaman
Proses pemahaman terhadap penyelenggaraan SPIP adalah tahap
untuk membangun kesadaran dan persamaan persepsi, agar setiap individu
organisasi mengerti dan memiliki persepsi yang sama tentang SPIP.
Pelaksanaan kegiatan dalam rangka pemahaman SPIP kepada seluruh
anggota organisasi merupakan tanggung jawab Satuan Tugas (Satgas)

Penyelenggaraan SPIP.

Dalam proses pemahaman tentang penyelenggaraan SPIP, perlu
disiapkan materi yang terkait dengan proses penyelenggaraan SPIP, yang
antara lain meliputi:

1) Pengertian dan peran SPIP sebagai sarana pengendalian berkelanjutan
dan perangkat pengamanan dalam proses pencapaian tujuan.

2) Uraian unsur dan sub unsur SPIP, sebagai pedoman dalam
penyelenggaraan pengendalian intern dan tolak ukur pengujian

efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern.

Peningkatan pemahaman SPIP dikalangan pejabat dan pelaksana pada
Biro SDM Aparatur dan Organisasi antara lain dilakukan sosialisasi
dengan menghadirkan narasumber dari Biro SDM Aparatur dan
Organisasi, serta pelaksanaan rapat-rapat pembahasaan SPIP untuk

meningkatkan.
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3.2 Pelaksanaan SPIP
Desain Penyelenggaraan SPIP disesuaikan dengan karakteristik,
fungsi, sifat, tujuan dan kompleksitas serta perencanaan anggaran,
dimaksudkan untuk mendekatkan konsep pengendalian intern terhadap
kegiatan Unit Kerja/Satuan Kerja (Satker) yang berada di Biro SDM Aparatur
dan Organisasi. Untuk kemudahan dan kelancaran penyelenggaraan SPIP
dilakukan pengintegrasian antar unsur SPIP dan pengaturan langkah-
langkah yang dilaksanakan dalam mengembangkan masing-masing unsur
sebagai bentuk konkrit penyelenggaraan SPIP. Penyelenggaraan SPIP
dilingkungan Biro SDM Aparatur dan Organisasi mengacu kepada tugas,
fungsi dan peran Biro SDM Aparatur dan Organisasi, dan definisi SPIP
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dan Permen KP Nomor
PER.10/MEN/2016 maka penyelenggaraan SPIP pada Biro SDM Aparatur
dan Organisasi merupakan suatu proses yang integral atas tindakan
manajerial dan kegiatan operasional yang dilakukan secara terus menerus
oleh seluruh pejabat struktural dan pegawai pada Biro SDM Aparatur dan
Organisasi, untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya
tujuan Biro SDM Aparatur dan Organisasi melalui:
1. Kegiatan yang efektif dan efisien;
2. Keandalan pelaporan keuangan;
3. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
4. Pengamanan aset di lingkungan Biro SDM Aparatur dan Organisasi.
Penyelenggaraan SPIP diintegrasikan pada semua kegiatan yang
meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban sampai
dengan pemanfaatan yang dilaksanakan melalui kegiatan pengendalian
rutin, pengendalian berkala, dan pengendalian dengan pendekatan

manajemen risiko.

3.2.1 Pengendalian Rutin
Pelaksanaan Pengendalian Rutin di Biro SDM Aparatur dan
Organisasi dilaksanakan pada beberapa kelompok item sesuai
dengan Aturan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Nomor 10/PERMEN-KP/2016 Tentang Penyelenggaraan SPIP di

21
Laporan SPI Biro SDM Aparatur dan Organisasi Triwulan IV Tahun 2022



lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang diantaranya

adalah  Organisasi, Perencanaan, Pelaksanaan Anggaran,

Penerimaan Negara Bukan Pajak, Akuntansi dan Pelaporan,

Kerugian Negara, Kepegawaian, serta Kinerja. Adapun rincian dari

item pengendalian tersebut dapat disampaikan sebagai berikut:

a.

Organisasi

Guna meningkatkan pelaksanaan pengendalian intern di satker

Biro SDM Aparatur dan Organisasi, maka pada Triwulan 1V tahun

2022, Tim SPIP SDM Aparatur dan Organisasi melaksanakan

beberapa kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan

pelaksanaan pengendalian intern dalam hal peningkatan kualitas

Organisasi, adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai

tujuan tersebut diantaranya adalah:

Kepala Biro SDM Aparatur dan Organisasi menyampaikan
Standar Operasional Prosedur (SOP) Pegawai Negeri Sipil
lingkup Sekretariat Jenderal melalui memorandum nomor
2788/SJ.3/KP.430/X/2022 tanggal 4 Oktober 2022 kepada Plt.
Kepala Biro/Kepala Pusat lingkup Sekretariat Jenderal.
Kepala Biro SDM Aparatur dan Organisasi menyampaikan
Perubahan Usulan Koordinator pada Lingkup Pusat Data,
Statistik dan Informasi melalui memorandum nomor
2842/SJ.7/KP.340/X/2022 tanggal 5 Oktober 2022 kepada Plt.
Kepala Pusat Data, Informasi, dan Statistik.

Pada tanggal 6 Oktober 2022, Biro SDM Aparatur dan
Organisasi menghadiri koordinasi persiapan sosialisasi
Standar Operasional Prosedur (SOP), dengan surat undangan
Plt. Kepala Pusat Data, Statistik dan Informasi nomor
B.4021/SJ.7/TU.330/X/2022 tanggal 6 Oktober 2022.

Kepala Biro SDM Aparatur dan Organisasi menyampaikan
Evaluasi Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan  lingkup  Sekretariat Jenderal melalui
memorandum nomor 2840/SJ.3/0T.310/X/2022 tanggal

22
Laporan SPI Biro SDM Aparatur dan Organisasi Triwulan IV Tahun 2022



11 Oktober 2022 kepada Kepala Biro lingkup Sekretariat
Jenderal dan PIt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Statistik.

Perencanaan

Kegiatan yang dilaksanakan pada Triwulan IV tahun 2022 terkait

dengan kegiatan perencanaan adalah

e Pada tanggal 18 Oktober 2022, Biro SDM Aparatur dan
Organisasi menghadiri rapat pembahasan Usulan Anggaran
Tambahan 2023, dengan surat undangan Kepala Biro
Perencanaan a.n. Sekretarias Jenderal nomor
B.966/SJ.1/TU.330/X/2022 tanggal 14 Oktober 2022.

e Pada tanggal 24 Oktober 2022, Biro SDM Aparatur dan
Organisasi menghadiri rapat pembahasan usulan anggaran
tambahan tahun 2023, dengan surat undangan Kepala Biro
Perencanaan atas nama Sekretaris Jenderal nomor
B.979/SJ.1/TU.330/X/2022 tanggal 18 Oktober 2022.

e Pada tanggal 3 November 2022, Biro SDM Aparatur dan
Organisasi menghadiri rapat pembahasan draft Permen KP
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Tahun 2023, dengan
surat undangan Kepala Biro Perencanaan nomor
B.1075/SJ.1/TU.330/X1/2022 tanggal 2 November 2022.

e Pada tanggal 10 November 2022, Biro SDM Aparatur dan
Organisasi menghadiri kegiatan Konfirmasi Penginputan
Informasi Kinerja dalam Aplikasi KRISNA Renja Lingkup
Sekretariat Jenderal TA 2023, dengan surat undangan Kepala
Biro Perencanaan atas nama Sekretaris Jenderal nomor
B.1112/SJ.1/TU.330/X1/2022 tanggal 9 November 2022.

Pelaksanaan Anggaran

Kepala Biro SDM Aparatur dan Organiasi selaku
penanggungjawab keuangan dan kegiatan melakukan
pemantauan pelaksanaan anggaran pada satuan kerja Biro SDM
Aparatur dan Organisasi. Adapun kegiatan yang dilaksanakan
untuk mencapai tujuan tersebut diantaranya adalah:
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e Pada tanggal 13 — 15 Oktober 2022, Biro SDM Aparatur dan
Organisasi menghadiri kegiatan sinkronisasi data keuangan
satker dan revisi POK lingkup Sekretariat Jenderal, dengan
surat undangan Kepala Biro Umum dan PBJ nomor
B. .4679/SJ.6/TU.330/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022.

e Pada tanggal 1 November 2022, Biro SDM Aparatur dan
Organisasi menghadiri rapat Persiapan Usulan Revisi POK
Lingkup Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan
Perikanan TA. 2022, dengan dengan surat undangan Kepala
Biro Keuangan nomor B.3956/SJ.2/TU.330/X/2022 tanggal
30 Oktober 2022.

Akuntansi dan Pelaporan

Pada triwulan IV tahun 2022, guna pelaksanaan pengendalian

atas kegiatan akuntansi dan pelaporan satuan kerja Biro SDM

Aparatur dan Organisasi, Tim SPIP Biro SDM Aparatur dan

Organisasi bersama dengan pejabat dan pegawai melaksanakan

beberapa kegiatan yang bertujuan agar tersusun laporan

keuangan satker Biro SDM Aparatur dan Organisasi yang akurat,
akuntabel sesuai peraturan, yaitu:

e Pada tanggal 3 Oktober 2022, Biro SDM Aparatur dan
Organisasi menghadiri rapat Pemantauan Kompilasi Hasil
Pengujian Pengendalian Tingkat Entitas (PITE) dan
Pengendalian Umum Teknologi Informasi dan Komunikasi
(PUTIK) pada Unit Eselon I, dengan surat undangan Kepala
Biro Keuangan nomor B.3556/SJ.2/TU.330/1X/2022 tanggal
27 September 2022.

e Pada tanggal 18 — 20 Oktober 2022, Biro SDM Aparatur dan
Organisasi menghadiri kegiatan Pembinaan dan Koordinasi
Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Laporan Keuangan
Triwulan 1l Tahun Anggaran 2022 Lingkup Sekretariat
Jenderal, dengan surat undangan Kepala Biro Keuangan
nomor 2001/SJ.2/TU.210/X/2022 tanggal 12 Oktober 2022.
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e Pada tanggal 15 November 2022, Biro SDM Aparatur dan
Organisasi menghadiri rapat Pelaksanaan Monitoring dan
Evaluasi Laporan Keuangan dan Laporan Barang Milik Negara
Bulan Oktober Tahun Anggaran 2022 Satuan Kerja Lingkup
Sekretariat Jenderal, dengan memorandum Kepala Biro
Keuangan nomor B.4063/SJ.2/TU.330/X1/2022 tanggal
7 November 2022.

Kepegawaian

Dalam rangka melaksanakan pengendalian terhadap kegiatan

kepegawaian dilingkup satuan kerja Biro SDM Aparatur dan

Organisasi, Tim SPIP Biro SDM Aparatur dan Organisasi

bersama Pejabat dan Pegawai dilingkup Biro SDM Aparatur dan

Organisasi melaksanakan beberapa kegiatan yang diantaranya

adalah:

e Pada tanggal 6 Oktober 2022, Biro SDM Aparatur dan
Organisasi menyelenggarakan Sosialisasi Pengelolaan e-
Presensi sesuai PERMENKP Nomor 13 Tahun 2022 dan

Surat Edaran Sekretaris Jenderal nomor
409/SJ/KP.710/1X/2022, dengan surat undangan Kepala Biro
SDM Aparatur dan Organisasi nomor
B.3349/SJ.3/TU.330/X/2022 tanggal 5 Oktober
2022.

e Pada tanggal 10 Oktober 2022, Biro SDM Aparatur dan
Organisasi menyelenggarakan Rekonsiliasi Pemuktahiran
Data Mandiri (PDM) MySAPK di Ingkungan Kementerian
Kelautan dan Perikanan, dengan surat undangan Kepala
Biro SDM Aparatur dan Organisasi nomor
3368/SJ.3/TU.330/X/2022 tanggal 7 Oktober 2022.

Kinerja

Pada triwulan 1V tahun 2022, guna meningkatkan kinerja pada

satuan kerja Biro SDM Aparatur dan Organisasi, Tim SPIP Biro

SDM Aparatur dan Organiasi bersama dengan pejabat dan
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pegawai melaksanakan beberapa kegiatan yang bertujuan

meningkatkan pelaksanaan kinerja, yaitu:

e Pada tanggal 20 Oktober 2022, Biro SDM Aparatur dan
Organisasi menyelenggarakan sosialisasi Aplikasi e-Kinerja
BKN, dengan surat undangan Kepala Biro SDM Aparatur dan
Organisasi nomor  3457/SJ.3/TU.330/X/2022  tanggal
17 Oktober 2022.

e Pada tanggal 28 November 2022, Biro SDM Aparatur dan
Organisasi menyelenggarakan kegiatan Optimalisasi Kinerja
Organisasi melalui Dialog Kinerja Biro SDM, dengan surat
undangan Kepala Biro SDM Aparatur dan Organisasi nomor
B.3783/SJ.3/TU.330/1X/2022 tanggal 25 November 2022.

e Pada tanggal 29 November 2022, Biro SDM Aparatur dan
Organisasi menyelenggarakan Sosialisasi dan bimbingan
teknis pengisian SKP pada aplikasi eKinerja BKN lingkup Biro
SDM Aparatur dan Organisasi dan Monitoring pelaksanaan
piloting project aplikasi e-Kinerja di lingkungan Kementerian
Kelautan dan Perikanan, dengan surat undangan Kepala Biro
SDM Aparatur dan Organisasi nomor
B.3784/SJ.3/TU.330/X1/2022 tanggal 25 November 2022.

3.2.2 Pengendalian Berkala
Pengendalian berkala merupakan sarana penyampaian
informasi aktual mengenai kondisi beberapa aktivitas/kegiatan
kepada Pimpinan Unit Eselon | dan Kepala Satuan Kerja sebagai

bahan dalam pengambilan keputusan guna kegiatan pengendalian.

a. Pengendalian Kapasitas  SDM Pengelola  Keuangan
Pengendalian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi
tentang kapasitas SDM pengelola keuangan, sehingga kepala
satuan kerja dapat mengetahui kesenjangan atau kelemahan dan
selanjutnya diwajibkan melakukan kegiatan pengendalian sesuai
dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi

instansi yang bersangkutan. Secara berjenjang, informasi terkait
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kapasitas SDM pengelola keuangan di tingkat unit eselon 1.
Pimpinan Unit Eselon | wajib mengetahui dan selanjutnya
menetapkan kegiatan pengendalian. Pengendalian kapasitas
SDM Satker Biro SDM Aparatur dan Organisasi dapat dilihat
pada Lampiran 1. Kapasitas SDM pengelola keuangan Satker
Biro SDM Aparatur dan Organisasi perlu ditingkatkan lagi dengan
mengikuti beberapa diklat/pelatihan.

. Pengendalian Penyusunan Anggaran

Pengendalian ini bertujuan untuk memberikan jaminan dan
kepastian bahwa komponen yang diusulkan, dari aspek
keuangan telah sesuai dengan kaidah keuangan yang berlaku.
Pimpinan Unit Eselon | dan Kepala Satuan Kerja bertanggung
jawab terhadap kebenaran usulan anggaran di lingkungannya
dari kaidah-kaidah keuangan yang berlaku. Formulir
pengendalian penyusunan anggaran Satker Biro SDM Aparatur
dan Organisasi dapat dilihat pada Lampiran 2. Dari formulir
tersebut dapat dilihat bahwa seluruh kegiatan di Biro SDM
Aparatur dan Organisasi sudah disesuaikan dengan bagan akun
standar dan standar biaya masukan.

Pada triwulan IV telah dilakukan pengajuan revisi sebanyak 5
(tiga) kali yaitu Revisi DIPA ke 15 terkait Revisi Buka Blokir
Pengadaan ASN pada tanggal 7 Oktober 2022; Revisi DIPA ke
16 (Revisi POK 13) terkait Layanan Manajemen SDM, Layanan
Persuratan, dan Tata Usaha dan Kearsipan pada tanggal 20
Oktober 2022; Revisi DIPA ke 17 (Revisi POK 14) terkait
penyesuaian anggaran pada Layanan Organisasi dan Tata
Kelola Internal, Layanan SDM Internal, Layanan Persuratan, Tata
Usaha dan Kearsipan, dan Layanan Operasional dan
Pemeliharaan Kantor pada tanggal 21 November 2022; Revisi
DIPA ke 18 (Revisi POK 15) terkait penyesuaian anggaran pada
Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal, Layanan SDM
Internal, Layanan Persuratan, Tata Usaha dan Kearsipan, dan
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Layanan Operasional dan Pemeliharaan Kantor pada tanggal 6
Desember 2022; dan Revisi DIPA ke 19 (Revisi POK 16) terkait
penyesuaian anggaran pengadaan ASN pada tanggal 28
Desember 2022.

. Pengendalian Barang dan Jasa

Pengendalian ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang
rencana dan pelaksanaan serta hambatan-hambatan proses
pengadaan barang/jasa sehingga kepala satuan kerja dapat
mengetahui proses pengadaan barang/jasa yang mempunyai
permasalahan selanjutnya diwajibkan melakukan kegiatan
pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari

tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan.

Pengadaan barang dan jasa pada Biro SDM Aparatur dan
Organisasi terdiri dari 1 (satu) paket pengadaan jasa yaitu
pelaksanaan  Assessment Pejabat Fungsional Jenjang
Keahlian/Pegawai golongan 1V/a dan 1V/b.

. Pengendalian Barang Milik Negara

Pengendalian ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang
pengelolaan BMN yang mempunyai permasalahan sehingga
kepala satuan kerja dapat mengetahui BMN yang mempunyai
permasalahan. Selanjutnya, kepala satuan kerja diwajibkan
melakukan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran,
kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Kementerian
Kelautan dan Perikanan. Secara berjenjang, terkait dengan
informasi BMN yang mempunyai masalah di tingkat unit eselon I,
maka Pimpinan Unit Eselon | wajib mengetahui dan selanjutnya
menetapkan kegiatan pengendalian.

Data Permasalahan BMN pada Biro SDM Aparatur dan
Organisasi sampai dengan triwulan ke 1V, yaitu pada jenis BMN
Tidak Bergerak dan BMN Bergerak adalah Nihil.

. Pengendalian Penyelesaian Kerugian Negara (KN) penyelesaian

kerugian negara dan indikasi kerugian negara sehingga kepala
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satuan kerja dapat mengetahui perkembangan proses
penyelesaian kerugian negara maupun adanya indikasi kerugian
negara dan hambatannya jika ada. Selanjutnya kepala satuan
kerja diwajibkan melakukan kegiatan pengendalian sesuai
dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi
Kementerian Kelautan dan Perikanan. Secara berjenjang, terkait
dengan informasi penyelesaian kerugian negara dan indikasi
kerugian negara di tingkat unit eselon |, Pimpinan Unit Eselon |
wajib mengetahui dan selanjutnya menetapkan kegiatan
pengendalian. Formulir pengendalian penyelesaian kerugian

negara (KN) dapat dilihat pada Lampiran 5.

Sampai dengan triwulan IV tidak ada pengembalian yang
dilakukan Biro SDM Aparatur dan Organisasi.

f. Pengendalian Penyerapan Anggaran
Pengendalian ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang
kondisi perkembangan pelaksanaan penyerapan anggaran.
Sehingga kepala satuan kerja dapat mengetahui perkembangan,
hambatan dan permasalahan pada proses pelaksanaan
penyerapan anggaran, selanjutnya kepala satker diwajibkan
melakukan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran,
kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi yang
bersangkutan. Formulir pengendalian penyerapan anggaran
dapat dilihat pada Lampiran. Realisasi Keuangan dan Fisik Biro
SDM Aparatur dan Organisasi sampai dengan bulan Desember
2022 sebesar 99.48% atau Rp 10.700.560.133 dari
Rp 10.756.211.000 total pagu pada Biro SDM Aparatur dan

Organisasi.

3.2.3 Pengendalian dengan Pendekatan Manajemen Risiko
Manajemen risiko adalah proses yang proaktif dan kontinyu
meliputi identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan, dan
pelaporan risiko, termasuk berbagai strategi yang dijalankan untuk
mengelola risiko dan potensinya. Beberapa identifikasi resiko
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pekerjaan di Satker Biro SDM Aparatur dan Organisasi meliputi

kegiatan:

a. Pengadaan ASN KKP (PPPK)

e Pada tanggal 14 Oktober 2022, Biro SDM Aparatur dan
Organisasi menghadiri rapat koordinasi penyiapan data PPPK
Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2022, dengan surat
undangan Direktur Perencanaan Tenaga Kesehatan,
Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian
Kesehatan nomor DG.01.01/F.1/1671/2022  tanggal
13 Oktober 2022.

e Pada tanggal 27 Oktober 2022, Biro SDM Aparatur dan
Organisasi menghadiri rapat koordinasi Entry/Import dan
Verifikasi/Validasi data rincian penetapan kebutuhan/formasi
PPPK TA 2022, dengan surat undangan Direktur Pengelolaan
Data dan Penyajian Informasi, Badan Kepegawaian Negara
nomor 612/B-S1.01.01/UE/EIII/2022 tanggal 26 Oktober 2022.

e Pengumuman nomor B.925/SJ/X/2022 tanggal 31 Oktober
2022 tentang Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah
Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Untuk Jabatan Fungsional
Tenaga Kesehatan Kementerian Kelautan dan Perikanan
Formasi Tahun 2022 melalui halaman situs web
http://www.ropeg.kkp.go.id/pengumuman.

e Pada tanggal 9 November 2022, Biro SDM Aparatur dan
Organisasi menyelenggarakan rapat pembahasan persyaratan
khusus dan pembahasan rancangan Pengumuman
Pengadaan PPPK Formasi Tahun 2022 untuk Jabatan
Fungsional Teknis, dengan surat undangan Kepala Biro SDM
Aparatur dan Organisasi nomor B. 3602/SJ.3/TU.330/X1/2022
tanggal 7 November 2022.

e Pada tanggal 18 November 2022, Biro SDM Aparatur dan
Organisasi menyelenggarakan  Penandatangan Pakta

Integritas Panitia Pengadaan PPPK Formasi Tahun 2022,
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dengan surat undangan Kepala Biro SDM Aparatur dan
Organisasi nomor B.3646/SJ.3/TU.330/X1/2022 tanggal
11 November 2022.

Pada tanggal 18 November 2022, Biro SDM Aparatur dan
Organisasi menghadiri rapat koordinasi persiapan PPPK
Tenaga Kesehatan, dengan surat undangan Kepala Pusat
Pengembangan Sistem Seleksi, Badan Kepegawaian Negara
nomor 691/BKS.04.01/UE/C.VI/2022 tanggal 15 November
2022.

Pada tanggal 21 November 2022, Biro SDM Aparatur dan
Organisasi menyelenggarakan rapat penyusunan
rekomendasi syarat kualifikasi Pendidikan Jabatan Fungsional
untuk pengangkatan pertama ke dalam jabatan fungsional,
dengan surat undangan Kepala Biro SDM Aparatur dan
Organisasi nomor B. 3712/SJ.3/KP.210/XI/2022 tanggal 18
Desember 2022.

Pengumuman nomor B.1019/SJ/X1/2022 tanggal 24 November
2022 tentang Hasil Seleksi Administrasi Pengadaan Pegawai
Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Untuk Jabatan
Fungsional Tenaga Kesehatan Kementerian Kelautan dan
Perikanan Formasi Tahun 2022 melalui halaman situs web
http://www.ropeg.kkp.go.id/pengumuman.

Pada tanggal 30 November 2022, Biro SDM Aparatur dan
Organisasi menghadiri Rapat Koordinasi dalam Rangka
Rencana Pengadaan ASN Tahun 2023 di Lingkungan Instansi
Pemerintah, dengan surat undangan Sekretaris Kementerian
atas nama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
reformasi Birokrasi nomor B/224/M.SM.01.00/2022 tanggal
24 November 2022.

Pada tanggal 6 Desember 2022, Biro SDM Aparatur dan
Organisasi menghadiri kegiatan Bimbingan Teknis Layanan
Perencanaan Kebutuhan ASN SIASN untuk Instansi Pusat,

dengan surat undangan Direktur Pembangunan dan
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Pengembangan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara,
Badan Kepegawaian Negara nomor 727/P-
S1.02.01/UE/E.II/2022 tanggal 28 November 2022.

Pada tanggal 5 Desember 2022, Biro SDM Aparatur dan
Organisasi menyelenggarakan rapat Penyusunan Analisis
Jabatan dan Analisis Beban Kerja, dan Validasi Jabatan
Pelaksana di Lignkungan KKP dengan surat undangan Kepala
Biro SDM Aparatur dan Organisasi nomor
B. 3851/SJ.3/TU.330/XI11/2022 tanggal 1 Desember 2022.
Pada tanggal 6 Desember 2022, Biro SDM Aparatur dan
Organisasi menyelenggarakan rapat pembahasan seleksi
kompetensi PPPK tenaga Kesehatan tahun 2022, dengan
surat undangan Kepala Biro SDM Aparatur dan Organisasi
nomor B.3867/SJ.3/TU.330/XI11/2022 tanggal 5 Desember
2022.

Kepala Biro SDM Aparatur dan Organisasi atas nama
Sekretaris Jenderal menyampaikan surat hal usulan
penetapan kebutuhan Calon Pegawai Negeri Sipil
Kementerian Kelautan dan Perikanan dari lulusan PKN STAN
kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi c.q. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia
Aparatur, dengan nomor B. 3926/SJ.3/KP.210/XI11/2022
tanggal 9 Desember 2022.

Pada tanggal 14 — 19 Desember 2022, Biro SDM Aparatur dan
Organisasi menghadiri acara Rekonsiliasi Hasil Seleksi
Kompetensi PPPK Tenaga Kesehatan Tahun 2022, dengan
surat undangan Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian, Badan
Kepegawaian Negara nomor 799/B-KS.04.01/UE/E/2022
tanggal 10 Desember 2022.

Pengumuman nomor B.1042/SJ/X1/2022 tanggal 29 November
2022 tentang Hasil Pasca Sanggah Seleksi Administrasi
Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja
(PPPK) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Untuk
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Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Formasi Tahun 2022
melalui halaman situs web
http://www.ropeg.kkp.go.id/pengumuman.

Pengumuman nomor 3869/SJ.3/KP.320/XI11/2022 tanggal
5 Desember 2022 tentang Seleksi Kompetensi Pengadaan
Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Untuk
Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Kementerian Kelautan
dan Perikanan Formasi Tahun 2022 melalui halaman situs web

http://www.ropeg.kkp.go.id/pengumuman.

Badan Kepegawaian Negara menyampaikan Jadwal
Pelaksanaan Seleksi Penerimaan PPPK Tenaga Teknis Tahun
2022 melalui surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara
nomor 43066/B-KS.04.01/SD/K/2022 tanggal 19 Desember
2022.

Pengumuman nomor B.4028/SJ.3/KP.320/XI11/2022 tanggal
tanggal 20 Desember 2022 tentang Seleksi Pengadaan
Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Untuk
Jabatan Fungsional Teknis Kementerian Kelautan dan
Perikanan Formasi Tahun 2022 melalui halaman situs web
http://www.ropeg.kkp.go.id/pengumuman.

Pada tanggal 22 Desember 2022, Biro SDM Aparatur dan
Organisasi menyelenggarakan rapat dengan agenda sebagai
berikut:

- penyusunan materi wawancara Seleksi Kompetensi dan
wawancara integritas moralitas PPPK JF APHP Anhli
Utama;

- penyusunan rencana pemenuhan kebutuhan pegawai
sesuai dengan Kepmen-KP Nomor 64 Tahun 2022 tentang
Perubahan Atas Keputusan Menteri Kementerian Kelautan
dan Perikanan Nomor 108/KEPMEN-KP/2020 tentang Peta
Jabatan di lingkungan Kementerian Kelautan dan
Perikanan Tahun 2020 — Tahun 2024;

- pembahasan persiapan penerapan Pasal 99 PP Nomor 49
Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai PPPK
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dengan surat undangan Kepala Biro SDM Aparatur dan
Organisasi nomor B. 4019/SJ.3/TU.330/X1/2022 tanggal 19
Desember 2022.

e Pengumuman nomor B.4046/SJ.3/KP.320/XI11/2022 tanggal
tanggal 26 Desember 2022 tentang Hasil Seleksi Administrasi
Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja
(PPPK) Untuk Jabatan Fungsiona Analis Pasar Hasil
Perikanan (APHP) Ahli Utama Kementerian Kelautan dan
Perikanan Formasi Tahun 2022.

e Pada tanggal 27 Desember 2022, Biro SDM Aparatur dan
Organisasi menyelenggarakan rapat pembahasan proses
verifikasi berkas pelamar PPPK KKP Tahun 2022 dan
penyusunan pengumuman akhir/kelulusan peserta pengadaan
PPPK Tenaga Kesehatan Formasi Tahun 2022 dengan surat
undangan Kepala Biro SDM Aparatur dan Organisasi nomor
B.4057/SJ.3/TU.330/XI11/2022 tanggal 26 Desember 2022.

e Pada tanggal 29 Desember 2022, Biro SDM Aparatur dan
Organisasi menyelenggarakan rapat pengolahan hasil seleksi
kompetensi PPPK JF APHP Ahli Utama dan pemberkasan
bagi peseta yang dinyatakan lulus seleksi Pengadaan PPPK
Tenaga Kesehatan KKP formasi tahun 2022, dengan surat
undangan Kepala Biro SDM Aparatur dan Organisasi nomor
B.4068/SJ.3/TU.330/XI11/2022 tanggal 27 Desember 2022.

b. Pelaksanaan Assessment Pegawai KKP (Jabfung Ahli/Pegawai
Golongan Tingkat 1V/a dan IV/b)

Lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (ASN) dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun
2017 Tentang Manajemen PNS merupakan wujud nyata dari
reformasi birokrasi, yang menekankan implementasi manajemen
ASN berbasis merit, artinya pengelolaan dan penempatan ASN
didasarkan pada aspek kualifikasi, kompetensi, dan kinerja tanpa

diskriminasi. Aparatur diharapkan dapat berfungsi sebagai
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pendorong dan penggerak reformasi  birokrasi dan
pembangunan, serta perekat persatuan dan kesatuan bangsa.
Untuk mendapatkan profil aparatur yang mampu menjalankan
fungsinya, maka dibutuhkan suatu penilaian yang objektif untuk
menempatkan seorang pegawai dalam jabatan. Hal ini dapat
dicapai salah satunya melalui metode penilaian kompetensi
(assessment).

Kemampuan manajerial merupakan salah satu kompetensi yang
harus dimiliki oleh setiap ASN, kemampuan yang harus dimiliki
tersebut dapat diukur melalui assessment. Terdapat dua
komponen dalam kemampuan manajerial yang perlu diketahui
yakni kompetensi dan potensi.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan assessment, perlu dibangun
standar penyelenggaraan penilaian kompetensi untuk menjamin
mutu hasil penilaian sebagaimana diatur dalam Peraturan BKN
Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggara
Penilaian Kompetensi PNS.

Kegiatan assessment yang dilakukan oleh Biro SDM Aparatur
dan Organisasi pada Tahun 2022 yaitu Assessment Pejabat

fungsional jenjang keahlian/Pegawai Golongan IV/a dan IV/b.

Layanan Pembinaan Jabatan Fungsional

Salah satu bentuk layanan pembinaan Jabatan Fungsional (JF)

Biro SDM Aparatur dan Organisasi, yaitu terselenggaranya

Rakornas Pembinaan Jabatan Fungsional (JF) Bidang Kelautan

dan Perikanan.

Adapun tahapan penyelenggaraan rakornas dimaksud yaitu:

1. Persiapan Rakornas Pembinaan Jabatan Fungsional Bidang
Kelautan dan Perikanan;

2. Penyelenggaraan Rakornas Pembinaan Jabatan Fungsional
Bidang Kelautan dan Perikanan;

3. Rekomendasi hasil Rakornas Pembinaan Jabatan

Fungsional Bidang Kelautan dan Perikanan.
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Terdapat 548 pemerintah daerah yang berpotensi sebagai
instansi pengguna JF bidang kelautan dan perikanan, namun
hanya sebagian kecil yang telah mengajukan kebutuhan JF
bidang kelautan dan perikanan. Diselenggarakannya Rakornas
Pembinaan JF Bidang Kelautan dan Perikanan diharapkan
mampu memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang JF
bidang kelautan dan perikanan sehingga membuka peluang lebih
besar terhadap keikutsertaan para pemerintah daerah instansi
pengguna JF kelautan dan perikanan lainnya.

Rekomendasi hasil Rakornas diharapkan mampu memberikan

bahan pertimbangan kebijakan pembinaan JF bidang kelautan

dan perikanan.

e Biro SDM Aparatur dan Organisasi menyampaikan surat
undangan atas nama Sekretaris Jenderal nomor
B.3411/SJ.3/KP.930/X/2022 tanggal 13 Oktober 2022 kepada
Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah Il, Ditjen
Pemerintah Daerah, Kemdagri hal permohonan Narasumber
dengan materi Sinkronisasi Penyusunan Kebutuhan JF Bidang
Kelautan dan Perikanan pada Pemerintah Daerah dan
Penyelesaian Permasalahan Formasi Jabatan.

e Biro SDM Aparatur dan Organisasi menyampaikan surat
undangan atas nama Sekretaris Jenderal nomor
B.3412/SJ.3/KP.930/X/2022 tanggal 13 Oktober 2022 kepada
Asisten Deputi Perancangan Jabatan, Perencanaan dan
PengadaanSDM Aparatur, Kementerian PAN dan RB hal
permohonan Narasumber dengan materi Perencanaan
Kebutuhan dan Pembinaan JF Bidang Kelautan dan Perikanan
pada Pemerintah Daerah.

e Biro SDM Aparatur dan Organisasi menyampaikan surat
undangan atas nama  Sekretaris Jenderal nomor
B.3413/SJ.3/KP.930/X/2022 tanggal 13 Oktober 2022 kepada
Direktur Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat
Daerah, Ditjen Otonomi Daerah, Kemdagri hal Permohonan
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Narasumber dengan materi Perencanaan Kebutuhan dan
Pembinaan JF Bidang Kelautan dan Perikanan pada
Pemerintah Daerah.

Biro SDM Aparatur dan Organisasi menyampaikan surat
undangan atas nama Sekretaris Jenderal nomor
B.3414/SJ.3/KP.930/X/2022 tanggal 13 Oktober 2022 kepada
Kepala Pusat Perencanaan Kebutuhan ASN, BKN hal Permohonan
Narasumber dengan materi Sinkronisasi Penyusunan Kebutuhan JF
Bidang Kelautan dan Perikanan pada Pemerintah Daerah dan
Penyelesaian Permasalahan Formasi Jabatan.

Pada tanggal 18 Oktober 2022, Biro SDM Aparatur dan Organisasi
menyelenggarakan rapat koordinasi pembinaan jabatan fungsional
Bidang Kelautan dan Perikanan (secara offline), dengan surat
undangan Kepala Biro SDM Aparatur dan Organisasi atas nama
Sekretaris Jenderal nomor B.3416/SJ.3/KP.930/X/2022 tanggal
13 Oktober 2022.

Pada tanggal 18 Oktober 2022, Biro SDM Aparatur dan Organisasi
menyelenggarakan rapat koordinasi pembinaan jabatan fungsional
Bidang Kelautan dan Perikanan (secara online), dengan surat
undangan Kepala Biro SDMAO atas nama Sekretaris Jenderal
nomor B.3436/SJ.3/KP.930/X/2022 tanggal 13 Oktober 2022.
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3.2.4 Hambatan, Rencana Pemecahan Masalah, dan Tindak Lanjut
Pemecahan Masalah

a. Hambatan

1 Adanya pergeseran penanggungjawab kegiatan yang
mengakibatkan terkendalanya pemenuhan informasi dan data
SPIP.

b. Rencana Pemecahan Masalah

1. Melakukan koordinasi terkait pemenuhan informasi dan data
SPIP dari setiap penanggungjawab kegiatan.

2. Meningkatkan komunikasi dan memberikan pemahaman
kepada penanggungjawab yang baru terkait pemenuhan
kegiatan SPIP.

c. Tindak Lanjut Pemecahan Masalah

Telah dilakukan komunikasi dan konsultasi dengan Satuan Tugas

SPIP Sekretariat Jenderal, untuk penyelarasan pemenuhan

informasi dan data SPIP di lingkup Biro SDMAO.
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BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari uraian di atas sebagai berikut:

1. Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Triwulan IV
Tahun 2022 Biro SDM Aparatur dan Organisasi menyajikan gambaran
implementasi SPI Biro SDM Aparatur dan Organisasi sampai dengan

Bulan Desember tahun 2022.

2. Dalam rangka pelaksanaan SPI di lingkungan pemerintah diperlukan
penerapan Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Intern yang
dapat mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan guna menciptakan tata pemerintahan yang efektif dan

efisien (good government).

4.2 Saran

Mengingat masih adanya kelemahan dalam implementasi SPIP
lingkup Biro SDM Aparatur dan Organisasi khususnya triwulan IV tahun
2022 ini, maka perlu komitmen yang kuat dari seluruh pegawai lingkup Biro
SDM Aparatur dan Organisasi baik dari jajaran pimpinan sampai pelaksana
dalam bentuk upaya strategis dan konkrit untuk meningkatkan kualitas
implementasi SPIP di masa yang akan datang, sehingga terwujud sistem

birokrasi pemerintahan yang lebih baik.

Jakarta, 2 Januari 2023

Kepala Biro Sumber|Daya Manusia
Aparatur dan Organjsasi

Riza Trianzah, A.P\, M'M.
NIP. 19650310 198903 1 016
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No Kelompok/UraianRisiko Komentar/Catatan
A. | Organisasi
1. | Tujuan organisasi belum ditetapkan | Tujuan organisasi sudah
secara spesifik, terukur, dapat | ditetapkan secara spesifik,
dicapai, realistis dan ada batas |terukur, dapat dicapai, realistis
waktu dan ada batas waktu,
hal ini dengan adanya renstra,
Renja, PK, LKj
2. | Pegawai tidak mengetahui dan Pegawai sudah mengetahui dan
memahami tujuan organisasi memahami tujuan organisasi,
hal ini dengan membuat uraian
tugas/ SKP
3. | Satuan kerja belum sepenuhnya | Satuan kerja sudah sepenuhnya
memiliki Standar Operasional | memiliki SOP yang formal tetapi
Prosedur (SOP) yang formal untuk | belum seluruh prosedur/
keseluruhan prosedur dan | kegiatan
keseluruhan kegiatan Data dukung : SOP
4. | SOP yang ada tidak berjalan secara | SOP yang ada belum berjalan
optimal atau tidak ditaati secara optimal atau belum ditaati
karena tidak sesuai dengan
norma waktu yang telah
ditetapkan
Data dukung : SOP
5. | SOP ada tetapi belum berbasis SOP sudah berbasis risiko,
risiko dengan adanya penetapan norma
waktu
Data dukung : SOP
6. | Ada pemisahan tugas dan fungsi Ada pemisahan tugas dan fungsi

tetapi tidak berjalan secara optimal
atau terjadi tumpang tindih

tetapi tidak berjalan secara
optimal atau terjadi tumpang
tindih

Data Dukung : uraian tugas

kepala satker s.d. uraian tugas
staff, SKP
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B. | Perencanaan
1. | Perencanaan/penyusunan rencana | Perencanaan/penyusunan
kerja dan anggaran (RKA) belum | rencana kerja dan anggaran
melibatkan pihak yang berkompeten | (RKA) sudah melibatkan pihak
(aspek teknis pekerjaan/kinerja dan | yang berkompeten (aspek teknis
aspek keuangan) pekerjaan/kinerja dan aspek
keuangan)
Data dukung: CHR Itjen
2. | Perencanaan barang/aset melebihi | Perencanaan barang/aset
dari kebutuhan yang seharusnya |sesuai dari kebutuhan yang
dan belum didasarkan pada asas |seharusnya dan sudah
kebutuhan didasarkan pada asas
kebutuhan
Data dukung : RAB, TOR, RKBMN
3. | Perencanaan barang/aset belum | Perencanaan barang/aset sudah
mempertimbangkan risiko pada | mempertimbangkan risiko pada
tahap pemanfaatan tahap pemanfaatan tetapi belum
optimal
Data dukung : Manajemen Resiko
4. | Perencanaan belum Perencanaan sudah
mempertimbangkan kapasitas mempertimbangkan kapasitas
satuan kerja (kuantitas dan satuan kerja (kuantitas dan
kompetensi SDM) kompetensi SDM)
Data dukung : TOR, RAB
S. | Perencanaan belum| Perencanaan sudah dilakukan
mempertimbangkan risiko dan | melalui pendekatan manajemen
belum menetapkan rencana | risiko dengan  telah diuat
pengendalian dalam pencapaian | identifikasi risiko terhadap
tujuan kebijakan dan | kegiatan-kegiatan yang
aktivitas/kegiatan untuk kegiatan | dimungkinkan mempunyai risiko
yang seharusnya memerlukan | yang signifikan

pengendalian dengan pendekatan
manajemen risiko

Data dukung : Manajemen Resiko
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6. | Kurangnya keterpaduan, | keterpaduan, konsistensi, dan
konsistensi, dan sinkronisasi antara | sinkronisasi antara perencanaan
perencanaan kinerja dan anggaran | kinerja dan anggaran
Data dukung TOR, RAB,
rencana kerja tahunan, RKAKL
7. | Terdapat wusulan kegiatan yang|Tidak lagi terdapat wusulan
sama dengan tugas dan fungsi|kegiatan yang sama dengan
instansi lain, dan/atau tumpang | tugas dan fungsi instansi lain
tindih dengan tugas dan fungsi| pata dukung: CHR RKAKL Itjen
instansi lain
8. | Terdapat kesalahan dalam | Melaksanakan sinkronisasi dan
perlakuan dan pengakuan | koordinasi dengan wunit dan
keuangan dalam penyusunan | intansi terkait
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) | Contoh:
Kesalahan  pencatatan akun
persediaan/pemeliharaan, tidak
sesuai SBM
Data dukung CHR LK, CHR
RKAKL, SBM
C. | Pelaksanaan Anggaran
Pertanggungjawaban tidak | Pertanggungjawaban sudah
akuntabel (bukti tidak | akuntabel
lengkap/tidak valid/tidak sesuai | Data dukung : LPJ Bendahara
ketentuan)
2. | Pekerjaan dilaksanakan mendahului | Pekerjaan dilaksanakan sesuai
kontrak atau penetapan anggaran kontrak atau penetapan
anggaran Data dukung :
dokumen kontrak,
RUP (rencana umum pengadaan)
3. | Proses pengadaan barang/jasa tidak | Proses pengadaan barang/jasa
sesuai ketentuan (tidak | sudah sesuai ketentuan (tidak
menimbulkan kerugian negara) menimbulkan kerugian negara.
Dilakukan dengan e-katalog dan
Penunjukan langsung
Data dukung e-katalog, LHA
Itjen, LHA BPK
4. | Pemecahan kontrak untuk Pemecahan kontrak untuk

menghindari pelelangan

menghindari pelelangan
Data dukung : dokumen lelang
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5. | Pelaksanaan lelang secara proforma | Pelaksanaan lelang tidak
dilakukan secara proforma
Data dukung : dokumen lelang
6. | Penyetoran penerimaan | Penyetoran penerimaan
negara/daerah atau kas di | negara/daerah atau kas di
bendaharawan ke Kas | bendaharawan ke Kas
negara/daerah melebihi batas | negara/daerah tidak melebihi
waktu yang ditentukan batas waktu yang ditentukan
Data dukung :
Nota Pembayaran, SSBP
7. | Pertanggungjawaban/penyetoran Pertanggungjawaban/penyetora
uang persediaan melebihi batas | n uang persediaantidak melebihi
waktu yang ditentukan batas waktu yang ditentukan
Data dukung :
SPM, SP2D, UP/TUP
8. | Sisa kas di bendahara pengeluaran | Sisa kas di bendahara
akhir tahun anggaran belum/tidak | pengeluaran  akhir tahun
disetor ke kas negara/daerah anggaran sudah disetor ke kas
negara/daerah
Data dukung : SSPB
9. | Kepemilikan aset tidak/belum Kepemilikan aset sudah
didukung bukti yang sah didukung bukti yang sah
Data dukung:
SK penanggungjawab BMN,
sertifikat, PSP
10. | Pengalihan/revisi anggaran tidak Pengalihan/revisi anggaran
sesuai ketentuan sudah sesuai ketentuan
Data dukung : CHR revisi RKAKL
11.| Kesalahan pembebanan anggaran Tidak terdapat
dan pelampauan terhadap pagu kesalahan
anggaran pembebanan anggaran
dan pelampauan

terhadap pagu anggaran

Data dukung : Laporan Realisasi
Anggaran
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12.| Pelaksanaan  belanja di luar | Pelaksanaan  belanja  sesuai
mekanisme Anggaran Pendapatan | mekanisme Anggaran
dan Belanja Negara (APBN) Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN)
Data dukung : LHP itjen, LHP
BPK, SK penetapan pejabat
pengelola anggaran, Berita acara
Stock opname, calk di LK
13.| Tidak ada pemisahan tugas dan | Sudah ada pemisahan tugas dan
fungsi pelaksanaan | fungsi
pertanggungjawaban anggaran pelaksanaa
n pertanggungjawaban anggaran
Data dukung: SK penetapan
pejabat pengelola anggaran
14.| Pelaksanaan pemisahan tugas dan | Pelaksanaan pemisahan tugas
fungsi pelaksanaan dan fungsi pelaksanaan
pertanggungjawaban anggaran pertanggungjawaban anggaran
tidak/kurang memadai sudah memadai
Data dukung: SK penetapan
pejabat pengelola anggaran
15.| Penggunaan anggaran tidak tepat | Penggunaan anggaran sudah
sasaran/tidak sesuai peruntukan tepat sasaran/sudah sesuai
peruntukan
Data dukung : LHA Itjen dan LHA
BPK
D. | Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP)
1. | Penerimaan negara atau denda
keterlambatan pekerjaan
belum /tidak ditetapkan
dipungut/diterima/disetor
ke kas negara
2. | Penggunaan langsung terhadap
penerimaan negara
3. | Penerimaan negara diterima

atau digunakan oleh instansi yang
tidak berhak
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4. | Pengenaan tarif pajak/PNBP lebih
rendah dari ketentuan
S | Mekanisme pemungutan,
penyetoran, dan pelaporan, serta
penggunaan Penerimaan negara
tidak sesuai Ketentuan
E. | Akuntansi dan Pelaporan
1 | Pencatatan tidak/belum PPK melakukan monitoring
dilakukan atau tidak akurat terhadap pencatatan
2 | Proses penyusunan laporan Proses penyusunan laporan
tidak sesuai ketentuan sudah sesuai ketentuan
Data dukung : LK sesuai PMK
177 tahun 2015
3 | Entitas terlambat menyampaikan Telah menyampaikan laporan
laporan sesuai waktunya
4 | Pelaporan tidak/belum mengacu Pelaporan sudah mengacu
pada kaidah-kaidah yang berlaku pada kaidah-kaidah yang
berlaku
Data dukung : LK sesuai PMK
177 tahun 2015, CHR LK
S | Pelaporan belum didukung SDM Pelaporan sudah didukung SDM
yang memadai yang memadai
Data dukung : SK SAI
6 | Perhitungan penyusutan tidak Perhitungan penyusutan
sesuai ketentuan sudah sesuai ketentuan
Data dukung : Aplikasi simak
BMN
7 | Pengelolaan BMN termasuk Pengelolaan BMN termasuk

persediaan belum dilakukan secara
memadai

persediaan sudah dilakukan
secara memadai

Data dukung : laporan barang
persediaan di aplikasi persediaan
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F. | Kerugian Negara
1 | Belanja atau pengadaan PPK dan tim pembantu PPK
barang/jasa fiktif melakukan  verifikasi barang
yang disesuaikan dengan
spesifikasi
barang yang sudah disepakati
2 | Rekanan pengadaan barang/jasa PPK akan memberikan surat
tidak menyelesaikan pekerjaan teguran kepada rekanan
3 | Kekurangan volume pekerjaan PPK akan memberikan surat
dan/atau barang teguran kepada rekanan
4 | Kelebihan pembayaran selain PPK akan memberikan surat
kekurangan volume pekerjaan pemberitahuan kepada penyedia
dan/atau barang dan disetor ke kas Negara
S5 | Pemahalan harga (Mark up) PPK dan tim pembantu PPK
melakukan penyusunan harga
perkiraan sendiri sesuai dengan
harga pasar
6 | Penggunaan uang/barang untuk | Melakukan teguran dengan
kepentingan pribadi berpedoman  pada peraturan
yang berlaku
7 | Pembayaran honorarium dan/atau | Verifikator, Bendahara, dan
biaya perjalanan dinas ganda PPSPM melakukan verifikasi
dan/atau melebihi standar yang terkait dokumen = perjalanan
ditetapkan dinas
8 | Spesifikasi barang/jasa yang PPK dan tim pembantu PPK
diterima tidak sesuai dengan melakukan pengecekan barang/
kontrak jasa disesuaikan dengan
spesifikasi barang/jasa
9 | Belanja tidak sesuai atau melebihi | Verifikator, Bendahara dan
ketentuan PPSPM melakukan verifikasi
terhadap dokumen keuangan
10 | Penjualan/pertukaran/ Pengelola BMN melakukan
penghapusan aset negara  tidak | pengelolaan asset disesuaikan
sesuai ketentuan dan merugikan dengan Peraturan Menteri
Negara Keuangan RI
11 | Penyetoran penerimaan negara Bendahara pengeluaran
dengan bukti fiktif melakukan penyimpanan bukti
setor asli
12 | Kelebihan pembayaran dalam | PPK akan memberikan surat
pengadaan barang/jasa tetapi | teguran kepada rekanan
pekerjaan belum dilakukan

sebagian atau seluruhnya
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13 Rekanan belum melaksanakan PPK akan memberikan surat
kewajiban pemeliharaan barang hasil | teguran kepada rekanan
pengadaan yang telah rusak selama
masa pemeliharaan
14 | Aset dikuasai pihak lain PPK melakukan penataan aset
dan membuat surat kepada
pihak terkait
15 | Pembelian aset yang berstatus | Melakukan koordinasi dengan
sengketa APIP dan intansi terkait
16 | Pihak ketiga belum melaksanakan | Melakukan koordinasi dengan
kewajiban untuk menyerahkan aset | pihak ketiga agar menyerahkan
kepada Negara aset kepada negara
17 | Pencairan anggaran pada akhir | Melakukan percepatan sesuai
tahun anggaran untuk pekerjaan |dengan aturan Kemenkeu
yang belum selesai tentang langka-langkah akhir
tahun
G. | Kepegawaian
1 | Pegawai yang ada belum seluruhnya | Dilakukan monitoring dan
menaati jam kerja evaluasi presensi pegawai setiap
bulan
2 | Dalam menjalankan tugas dan | Melakukan penataan SDM sesuai
fungsi, terdapat pegawai yang tidak | dengan kompetensinya
sesuai dengan kompetensinya
3 | Instansi belum mempunyai Telah dilakukan pengembangan
rencana pengembangan pegawai kompetensi pegawai dengan
mengikuti diklat/kursus
4 | Terdapat pegawai yang tidak | Melakukan monitoring/evaluasi
memenuhi kewajiban dan | pegawai dan memproses pegawai
melanggar larangan tetapi belum | yang telah melanggar aturan
dijatuhi hukuman disiplin
S | Terdapat pegawai yang belum Dilakukan rapat koordinasi

menjalankan tugas dan fungsinya

dengan pegawai
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H. | Kinerja
1 | Terdapat kegiatan yang tidak sesuai | Kegiatan sudah mengacu kepada
dengan tugas dan fungsi instansi tugas dan fungsi dan telah
dilakukan evaluasi kinerja setiap
Bulan
2 | Terdapat kegiatan belum Melakukan evaluasi kegiatan/
dilaksanakan dan melewati batas kinerja setiap bulan
waktu yang telah
Ditetapkan
3 | Terdapat kegiatan sudah Melakukan evaluasi kegiatan/
dilaksanakan kinerja setiap bulan
tetapi tidak sesuai dengan jadwal
tahapan yang telah ditetapkan
4 | Terdapat kegiatan yang tidak dapat | Melakukan evaluasi kegiatan/
mencapai target kinerja yang kinerja setiap bulan
Ditetapkan
S | Terdapat kegiatan, dalam | Melakukan evaluasi kegiatan/
pelaksanaannya menyimpang | kinerja setiap bulan
sehingga kemungkinan

mengakibatkan tujuan
tidak dapat dicapai
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SATUAN KERJA

: Biro SDM Aparatur dan Organisasi

PEMANTAUAN KEGIATAN PENGENDALIAN DENGAN PENDEKATAN MANAJEMEN RISIKO

PERENCANAAN DAN EVALUASI ASN

(PENGADAAN ASN DAN PENYUSUNAN PERJANJIAN KERJA PPPK & SOAL UJI/SELEKSI)

KEGIATAN/AKTIFITAS : Pengadaan ASN dan Penyusunan Perjanjian Kerja PPPK & Soal Uji/ Seleksi
Risiko awal Rencana Pengendalian Realisasi Pengendalian Sisa Risiko setelah Pengendalian
No Uraian Risiko sl:i:;ll::r Hambatan{Usulan Perbaikan
Kemung Peta Peta Risiko
kinan Dampak Risiko Uraian Waktu Uraian Waktu Kemungkinan| Dampak
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1. | Terdapat banyak Peserta 2,8 2,8 8 1. Bagian Renbang berkoordinasi Juli s.d [Biro SDM Aparatur dan Organisasi menghadiri| Pada tanggal 14 Oktober 2022, dengan 2 2
peserta yang tidak ASN dengan instansi terkait (BKN) Agustus [Rapat Koordinasi Penyiapan Data PPPK surat undangan Direktur Perencanaan

lulus seleksi
administrasi karena
tidak sesuai dengan
ketentuan

2. Mengadakan rapat persiapan
pelaksanaan Seleksi Administrasi
dengan eselon I lainnya untuk
penyusunan syarat seleksi
administrasi

Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2022

Tenaga Kesehatan, Direktorat Jenderal
Tenaga Kesehatan Kementerian
Kesehatan nomor
DG.01.01/F.II/1671/2022 tanggal 13
Oktober 2022.

[Biro SDM Aparatur dan Organisasi menghadiril
[Rapat Koordinasi Entry/Import dan
|Verifikasi/Validasi Data Rincian Penetapan
[Kebutuhan/Formasi PPPK TA 2022

Pada tanggal 27 Oktober 2022, dengan
surat undangan Direktur Pengelolaan
Data dan Penyajian Informasi, Badan
Kepegawaian Negara nomor 612/B-
SL.01.01/UE/EIll/2022 tanggal 26
Oktober 2022.

[Biro SDM Aparatur dan Organisasi
imenyampaikan Pengumuman Tentang Seleksi
IPengadaan Pegawai Pemerintah Dengan
[Perjanjian Kerja (PPPK) Untuk Jabatan
[Fungsional Tenaga Kesehatan Kementerian
[Kelautan dan Perikanan Formasi Tahun 2022
imelalui halaman situs web

(http: / /www.ropeg.kkp.go.id/ pengumuman

Pengumuman nomor B.925/SJ/X/2022
tanggal 31 Oktober 2022

[Biro SDM Aparatur dan Organisasi
imenyelenggarakan rapat pembahasan
[persyaratan khusus dan pembahasan
rancangan Pengumuman Pengadaan PPPK
[Formasi Tahun 2022 untuk Jabatan
[Fungsional Teknis

Pada tanggal 9 November 2022, dengan
surat undangan Kepala Biro SDM
|Aparatur dan Organisasi nomor B.
3602/SJ.3/TU.330/X1/2022 tanggal 7
November 2022

[Biro SDM Aparatur dan Organisasi
imenyelenggarakan Penandatangan Pakta
Integritas Panitia Pengadaan PPPK Formasi
[Tahun 2022

[Pada tanggal 18 November 2022, dengan
surat undangan Kepala Biro SDM
|Aparatur dan Organisasi nomor
B.3646/SJ.3/TU.330/XI1/2022 tanggal
11 November 2022.

[Biro SDM Aparatur dan Organisasi menghadiril
[Rapat Koordinasi Persiapan PPPK Tenaga
[Kesehatan

[Pada tanggal 18 November 2022, dengan
surat undangan Kepala Pusat
[Pengembangan Sistem Seleksi, Badan
[Kepegawaian Negara nomor
691/BKS.04.01/UE/C.VI/2022 tanggal
15 November 2022.

[Biro SDM Aparatur dan Organisasi
imenyelenggarakan rapat penyusunan
rekomendasi syarat kualifikasi Pendidikan
Jabatan Fungsional untuk pengangkatan
ipertama ke dalam jabatan fungsional

[Pada tanggal 21 November 2022, dengan
surat Kepala Biro SDM Aparatur dan
Organisasi nomor B.
3712/8J.3/KP.210/X1/2022 tanggal 18
[Desember 2022

[Biro SDM Aparatur dan Organisasi
imenyampaikan Pengumuman Tentang Hasil
Seleksi Administrasi Pengadaan Pegawai
[Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
[Untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan
[Kementerian Kelautan dan Perikanan Formasi
[Tahun 2022 melalui halaman situs web

http: / /www.ropeg.kkp.go.id/ pengumuman

Pengumuman nomor
B.1019/SJ/X1/2022 tanggal 24
[November 2022



http://www.ropeg.kkp.go.id/pengumuman
http://www.ropeg.kkp.go.id/pengumuman

[Biro SDM Aparatur dan Organisasi menghadiril
[Rapat Koordinasi dalam Rangka Rencana
[Pengadaan ASN Tahun 2023 di Lingkungan
[nstansi Pemerintah

[Pada tanggal 30 November 2022, dengan
surat undangan Sekretaris Kementerian
atas nama Menteri Pendayagunaan
|Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi
nomor B/224/M.SM.01.00/2022 tanggal
24 November 2022.

[Biro SDM Aparatur dan Organisasi
imenyampaikan Pengumuman tentang Hasil
[Pasca Sanggah Seleksi Administrasi
[Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan
[Perjanjian Kerja (PPPK) Kementerian Kelautan
[dan Perikanan (KKP) Untuk Jabatan
[Fungsional Tenaga Kesehatan Formasi Tahun
2022 melalui halaman situs web

http: / /www.ropeg.kkp.go.id / pengumuman

Pengumuman nomor
B.1042/SJ/X1/2022 tanggal 29
November 2022

[Biro SDM Aparatur dan Organisasi
imenyampaikan Pengumuman Tentang Seleksi
[Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan
[Perjanjian Kerja (PPPK) Untuk Jabatan
[Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan
(APHP) Ahli Utama Kementerian Kelautan dan
[Perikanan Formasi Tahun 2022 melalui
lhalaman situs web

lhttp:/ /www.ropeg.kkp.go.id/pengumuman

[Pengumuman nomor
B.4007/SJ.3/KP.320/XII/2022 tanggal
18 Desember 2022

[Biro SDM Aparatur dan Organisasi
imenyampaikan Pengumuman tentang Seleksi
[Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan
[Perjanjian Kerja (PPPK) Untuk Jabatan
[Fungsional Teknis Kementerian Kelautan dan
[Perikanan Formasi Tahun 2022 melalui
lhalaman situs web

lhttp:/ /www.ropeg.kkp.go.id/pengumuman

Pengumuman nomor
B.4028/SJ.3/KP.320/XI1/2022 tanggal
tanggal 20 Desember 2022

[Biro SDM Aparatur dan Organisasi
imenyampaikan Pengumuman tentang Hasil
Seleksi Administrasi Pengadaan Pegawai
[Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
[Untuk Jabatan Fungsiona Analis Pasar Hasil
[Perikanan (APHP) Ahli Utama Kementerian
[Kelautan dan Perikanan Formasi Tahun 2022

Pengumuman nomor
B.4046/SJ.3/KP.320/XII/2022 tanggal
tanggal 26 Desember 2022

[Biro SDM Aparatur dan Organisasi

imenyelenggarakan rapat pembahasan proses
erifikasi berkas pelamar PPPK KKP Tahun

2022 dan penyusunan pengumuman

lakhir /kelulusan peserta pengadaan PPPK

[Tenaga Kesehatan Formasi Tahun 2022

Pada tanggal 27 Desember 2022, dengan
surat undangan Kepala Biro SDM
|Aparatur dan Organisasi nomor
B.4057/SJ.3/TU.330/XII/2022 tanggal
26 Desember 2022

Terdapat banyak
peserta yang tidak lulus
(tidak memenuhi
standar passing grade)

Peserta
ASN

3,0

3,0

1. Bagian Renbang berkoordinasi deng:
linstansi terkait (BKN)

2. Mengadakan rapat persiapan
Ipelaksanaan Seleksi Kompetensi denga
leselon I lainnya

3. Melakukan penyusunan soal sesuai
[Standar Kompetensi Jabatan yang
[dimaksud

Agustus s.d
Desember

[Biro SDM Aparatur dan Organisasi
imenyampaikan Pengumuman Tentang Seleksi
[Kompetensi Pengadaan Pegawai Pemerintah
[Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Untuk
Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan
[Kementerian Kelautan dan Perikanan Formasi
[Tahun 2022 melalui halaman situs web

http: / /www.ropeg.kkp.go.id/pengumuman

Pengumuman nomor
3869/SJ.3/KP.320/XI11/2022 tanggal
5 Desember 2022

[Biro SDM Aparatur dan Organisasi
imenyelenggarakan rapat pembahasan seleksi
lkompetensi PPPK tenaga Kesehatan tahun
2022

[Pada tanggal 6 Desember 2022, dengan
surat undangan Kepala Biro SDM
|Aparatur dan Organisasi nomor
B.3867/SJ.3/TU.330/XII/2022 tanggal 5
[Desember 2022

[Biro SDM Aparatur dan Organisasi menghadiril
lacara Rekonsiliasi Hasil Seleksi Kompetensi
IPPPK Tenaga Kesehatan Tahun 2022

[Pada tanggal 14 — 19 Desember 2022,
dengan surat undangan Deputi Bidang
Mutasi Kepegawaian, Badan
Kepegawaian Negara nomor 799/B-
KS.04.01/UE/E/2022 tanggal 10
[Desember 2022

[Biro SDM Aparatur dan Organisasi
imenyampaikan Pengumuman tentang Seleksi
[Kompetensi Pengadaan Pegawai Pemerintah
[Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Untuk
Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan
[Kementerian Kelautan dan Perikanan Formasi
[Tahun 2022 melalui halaman situs web

http: / /www.ropeg.kkp.go.id/ pengumuman

Pengumuman nomor
3869/SJ.3/KP.320/XI11/2022 tanggal
5 Desember 2022

[Biro SDM Aparatur dan Organisasi
imenyelenggarakan rapat dengan penyusunan
imateri wawancara Seleksi Kompetensi dan
wawancara integritas moralitas PPPK JF APHP
|JAhli Utama;

[Pada tanggal 22 Desember 2022, dengan
surat undangan Kepala Biro SDM
|Aparatur dan Organisasi nomor B.
4019/SJ.3/TU.330/X1/2022 tanggal 19
[Desember 2022



http://www.ropeg.kkp.go.id/pengumuman
http://www.ropeg.kkp.go.id/pengumuman
http://www.ropeg.kkp.go.id/pengumuman
http://www.ropeg.kkp.go.id/pengumuman
http://www.ropeg.kkp.go.id/pengumuman

[Biro SDM Aparatur dan Organisasi
imenyelenggarakan rapat pengolahan hasil
iseleksi kompetensi PPPK JF APHP Ahli Utama
idan pemberkasan bagi peseta yang
dinyatakan lulus seleksi Pengadaan PPPK
[Tenaga Kesehatan KKP formasi tahun 2022

Pada tanggal 29 Desember 2022, dengan
surat undangan Kepala Biro SDM
|Aparatur dan Organisasi nomor
B.4068/SJ.3/TU.330/XI1I/2022 tanggal
27 Desember 2022

selaku instansi Pembina

3 | Sebagian kecil peserta Peserta 3,0 3,6 11 | 1. Panitia mensosialisasikan hal-hal |Desember |[Biro SDM  Aparatur dan  Organisasi Pengumuman nomor 1 1
yang tidak lulus tidak ASN yang menjadi kewenangan panitia imenyampaikan Pengumuman Tentang Hasill B.1042/SJ/XI/2022 tanggal 29
menerima hasil yang seleksi dan hal-hal penting Pasca Sanggah Seleksi Administrasi Pengadaan| November 2022
telah di tetapkan oleh lainnya baik melalui [Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerjal
panitia seleksi pengumuman langsung maupun (PPPK) Kementerian Kelautan dan Perikanan)
melalui website dan media sosial [Untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan|
[Formasi Tahun 2022 melalui halaman situs|
2. Admin pengaduan bidang SDM eb
Aparatur, mengklarifikasi http:/ /www.ropeg.kkp.go.id/pengumuman
laporan-laporan terkait
ketidakpuasan pelamar ASN KKP
4 | Ketidakkonsistenanya PPPK 2.4 3,2 8 Bagian Renbang bekerjasama MJanuari s.d 1 2
penempatan PPPK yang dengan Unit Es I yang mendapat [Desember
lulus . formasi untuk menyusun peraturan
Seleksi dan perjanjian kerja PPPK serta
Egimpete melakukan Konsinyasi dengan BKN

Keterangan :

Gne b

Kolom 2 s.d. 8 diisi dengan sama dengan hasil penilaian risiko

Kolom 8 dan 9 diisi realisasi kegiatan pengendalian yang telah direncanakan
Kolom 11 s.d. 13 diisi dengan tingkat risiko setelah dilakukan kegiatan pengendalian termasuk kemungkingan dan dampak
Kolom 14 diisi dengan hambatan terhadap tidak efektifnya kegiatan pengendalian yang telah direncanakan
Kolom 15 diisi dengan usulan perbaikan terhadap rencana kegiatan pengendalian

023

Kepala Biro SDM A l ratur dan Organisasi
|

Jakarta, 2 Januari

Riza Trianzah, A.Pi., N


http://www.ropeg.kkp.go.id/pengumuman

SATUAN KERJA

: Biro SDM Aparatur dan Organisasi

PEMANTAUAN KEGIATAN PENGENDALIAN DENGAN PENDEKATAN MANAJEMEN RISIKO
PENGEMBANGAN ASN
(ASSESSMENT PEJABAT/PEGAWAI KKP)

KEGIATAN/AKTIFITAS : Pengembangan ASN (Assessment Pejabat/Pegawai KKP dan Pembangunan Assessment Competency KKP)
Risiko awal Rencana Pengendalian Realisasi Pengendalian Sisa Risiko setelah Pengendalian Usulan
No Uraian Risiko Sumber Risiko Hambatan
= = = = Perbaikan
emungki n eta eta
an Dampak Risiko Uraian Waktu Uraian Waktu Kemungkinan| Dampak Risiko
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 |[Peserta tidak dapat Unit Kerja 2 6 1. Menyusun timeline agenda Juni s.d 2 1
menghadiri sesuai peserta kegiatan untuk disampaikan Juli
jadwal yang telah kepada pengelola kepegawaian
ditentukan unit eselon I
2. Pemberitahuan pelaksanaan
asesmen disampaikan minimal 3
minggu sebelum pelaksanaan
3. Penetapan penugasan untuk
mengikuti asesmen oleh Sekjen
2 | Adanya refocussing Kebijakan PPK 4 8 - Januari s.d 2 1
anggaran Desember
3 | Pelaksanaan tidak Lembaga 1 1. Melakukan koordinasi dengan | Januari s.d 2 1
sesuai jadwal yang Penyedia lembaga penyedia pada satu Desember
telah ditentukan Assessment tahun sebelum pelaksanaan
Center assessment center untuk
Pemerintah pendaftaran agenda
2. Membangun internal [Pembangunan aplikasi assessment [Surat Direktur Infrastruktur
assessment center center pada Kementerian Kelautan [Teknologi Informasi, Badan
dan Perikanan telah disetujui oleh [Kepegawaian Negara (BKN) nomor
[Badan Kepegawaian Negara (BKN) |[50/B-S1.02.01/SD/E.IV/2022
isesuai kesepakatan tanggal 19 Oktober 2022
Keterangan :

1.

DN N

Kolom 2 s.d. 8 diisi dengan sama dengan hasil penilaian risiko

Kolom 8 dan 9 diisi realisasi kegiatan pengendalian yang telah direncanakan
Kolom 11 s.d. 13 diisi dengan tingkat risiko setelah dilakukan kegiatan pengendalian termasuk kemungkingan dan dampak
Kolom 14 diisi dengan hambatan terhadap tidak efektifnya kegiatan pengendalian yang telah direncanakan

Kolom 15 diisi dengan usulan perbaikan terhadap rencana kegiatan pengendalian

Kepala Biro SI

Jakarta, 2 Jax}umi 2023

I
i
\
'1

Riza Trianzah, M.

M Aparatur dan Organisasi




PEMANTAUAN KEGIATAN PENGENDALIAN DENGAN PENDEKATAN MANAJEMEN RISIKO
PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL
(RAKORNAS PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN)

SATUAN KERJA : Biro SDM Aparatur dan Organisasi
KEGIATAN/AKTIFITAS : Layanan Pembinaan Jabatan Fungsional (Rakornas Pembinaan Jabatan Fungsional Bidang Kelautan dan Perikanan)
Risiko awal Rencana Pengendalian Realisasi Pengendalian Sisa Risiko setelah P tauan
No Uraian Risiko |Pemilik Risiko Hambatan Usul:an
L gki P e Perbaikan
emungki eta . q Kemungki e
nan [Dampak Sa— Uraian Waktu Uraian Waktu han Dampak Risiko
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 |Persiapan Rakornas Unit kerja 2 4 8 |Bagian JF IJAgustus |Daftar Rekapitulasi Penyuluh IBerdasarkan Memorandum Kepala 2 2
Pembinaan Jabatan teknis pembina berkoordinasi dengan [Perikanan Pengangkatan Daerah [Pusat Pelatihan dan Penyuluhan
Fungsional Bidang Jabatan Unit Kerja Teknis lsejumlah 152 orang Penyuluh KP kepada Sekretaris BRSDM KP
Kelautan dan Fungsional pembina jabatan [Perikanan yang tersebar di 66 Iperihal Transformasi dan
" ; ; Kabupaten/Kota di 24 Provinsi IPengangkatan CPNS Jabatan
Perik: Bid: fu 1
crikanan Kl lzntgan dan ngsiona (terdiri dari : 28 orang CPNS Fungsional Penyuluh Perikanan
Pe 11: fformasi Penyuluh Perikanan dan  |[nomor
erixanan 124 orang Penyuluh 429 /BRSDM.5/KP.330/VIII/ 2022
IPerikanan hasil transformasi dari |tanggal 12 Agustus 2022
jabatan administrasi ke jabatan
[penyuluh perikanan)
2 |Penyelenggaraan Pelaksana 2 4 8 |Bagian JF (Oktober [Biro SDM Aparatur dan Organisasi [Surat Undangan Kepala Biro 1 2
Rakornas Pembinaan Rakornas mengidentifikasi Imenyampaikan Permohonan SDMAO atas nama Sekretaris

Jabatan Fungsional
Bidang Kelautan dan
Perikanan

permasalahan dalam
Pembinaan Jabatan
Fungsional

INarasumber dengan materi
Sinkronisasi Penyusunan
Kebutuhan JF Bidang Kelautan
idan Perikanan pada Pemerintah
IDaerah dan Penyelesaian
[Permasalahan Formasi Jabatan

Jenderal nomor
B.3411/SJ.3/KP.930/X/2022
tanggal 13 Oktober 2022 kepada
Direktur Sinkronisasi Urusan
[Pemerintah Daerah II, Ditjen
IPemda, Kemdagri

[Biro SDM Aparatur dan Organisasi
Imenyampaikan Permohonan
INarasumber dengan materi
[Perencanaan Kebutuhan dan
IPembinaan JF Bidang Kelautan
idan Perikanan pada Pemerintah
[Daerah

Surat Undangan Kepala Biro
SDMAO atas nama Sekretaris
Jenderal nomor
[B.3412/SJ.3/KP.930/X/2022
tanggal 13 Oktober 2022 kepada
|JAsdep Perancangan Jabatan,
[Perencanaan dan Pengadaan SDM
|Aparatur, Kementerian PAN RB

[Biro SDM Aparatur dan Organisasi
Imenyampaikan Permohonan
INarasumber dengan materi
[Perencanaan Kebutuhan dan
IPembinaan JF Bidang Kelautan
idan Perikanan pada Pemerintah
[Daerah

Surat Undangan Kepala Biro
SDMAO atas nama Sekretaris
Jenderal nomor
[B.3413/SJ.3/KP.930/X /2022
tanggal 13 Oktober 2022 kepada
Direktur Fasilitasi Kelembagaan
dan Kepegawaian Perangkat
Daerah, Ditjen Otonomi Daerah,
Kemdagri

[Biro SDM Aparatur dan Organisasi
Imenyampaikan Permohonan
INarasumber dengan materi
Sinkronisasi Penyusunan
[Kebutuhan JF Bidang Kelautan
dan Perikanan pada Pemerintah
Daerah dan Penyelesaian
[Permasalahan Formasi Jabatan

Surat Undangan Kepala Biro
SDMAO atas nama Sekretaris
Jenderal nomor
[B.3414/SJ.3/KP.930/X /2022
tanggal 13 Oktober 2022 kepada
Kapus Perencanaan Kebutuhan
IASN, BKN

[Biro SDM Aparatur dan Organisasi
menyelenggarakan rapat
lkoordinasi pembinaan jabatan
fungsional Bidang Kelautan dan
[Perikanan (secara offline)

Pada tanggal 18 Oktober 2022,
[dengan Surat Undangan Kepala
[Biro SDMAO atas nama Sekretaris
Jenderal nomor
[B.3416/SJ.3/KP.930/X /2022
tanggal 13 Oktober 2022




[Biro SDM Aparatur dan Organisasi
menyelenggarakan rapat
lkoordinasi pembinaan jabatan
fungsional Bidang Kelautan dan
[Perikanan (secara online)

Pada tanggal 18 Oktober 2022,
dengan Surat Undangan Kepala
Biro SDMAO atas nama Sekretaris
Jenderal nomor
[B.3436/SJ.3/KP.930/X/2022
tanggal 13 Oktober 2022

Bidang Kelautan dan
Perikanan

rakornas yang tepat
untuk menyaring

Rekomendasi hasil Pelaksana Bagian akan (Oktober
Rakornas Pembinaan Rakornas merumuskan konsep
Jabatan Fungsional pelaksanaan

saran dan masukan
peserta agar sesuai
norma pembinaan JF

Keterangan :

Kolom 2 s.d. 8 diisi dengan sama dengan hasil penilaian risiko

Kolom 8 dan 9 diisi realisasi kegiatan pengendalian yang telah direncanakan

Kolom 11 s.d. 13 diisi dengan tingkat risiko setelah dilakukan kegiatan pengendalian termasuk kemungkingan dan dampak

Kolom 14 diisi dengan hambatan terhadap tidak efektifnya kegiatan pengendalian yang telah direncanakan
Kolom 15 diisi dengan usulan perbaikan terhadap rencana kegiatan pengendalian

Jakarta, 2 Januari 2023

Kepala Biro SDMAparatur dan Organisasi

[N NRC VR

Riza Trianzah, A.Pi.,



PENGENDALIAN KAPASITAS SDM PENGELOLA KEUANGAN

FORMULIR : SPI - SDM

1. Unit Kerja : Biro SDM Aparatur dan Organisasi
2. Unit Eselon | : Sekretariat Jenderal
3. Tahun Anggaran 12022
PEJABAT BENDAHARA
NO URAIAN KPA PPK PENGUJIPENANDATANGAN | BENDAHARA PENGELUARAN | BENDAHARA | BENDAHARA PENGELUARAN | peyce) yaran
PENERIMAAN PEMBANTU 1
SPM PEMBANTU 2
(1) (2) 3) “) (5) (6) (U] (8) 9
1 |Nama Lengkap Drs. A"‘a’“MN:::l"‘bar' 8H., Riza Trianzah, A.Pi., M.M. Luk Lualun Yunaniah, S.E. Byt Ca’;d':‘.’r"'"gmm' A Kusmini, BNT
Kep.MenKP Nomor Kep. MenKP Nomor 29/MEN- Kep. MenKP Nomor Kep. MenKP Nomor Kep. Sekjen Nomor
2 |Nomor dan Tanggal SK KEP.29/MEN/KU.611/ 2020 KP/KP.430/X11/2021 Tanggal 30 KEP.102/MEN/KU.611/2021 KEP.102/MEN/KU.110/2021 Tanggal 190/8J/X11/2020 Tanggal 18
Tanggal 29 Juni 2020 Desember 2021 Tanggal 31 Desember 2021 31 Desember 2021 Desember 2020
3 |Nomor HP 021-3519070 081345045605 081380778730 08159626116 087888303813
. . . . : . - . . kusmini@kkp.go.id &
4 |Email antamnovambar@kkp.go.id riza.trianzah@kkp.go.id luk.yunaniah@kkp.go.id bendaharabiroumumkkp@gmail.com cuik kusmini@gmail.com
5 |PendidikanTerakhir Strata-2 Strata-2 Starta-1 Diploma-3 SLTA
6 [Sertifikasi:
a. Pengadaan
Barang/Jasa
b. Bendahara Sertifikasi Bendahara Sertifikasi Bendahara Sertifikasi Bendahara
] (BNT-08622/185/838/2018) (BNT-00891/197/548/2018) (BNT-06487/175/715/2018)
c. Standar Akuntansi
Pemerintah
. Senrtifikasi PPK Sertifikasi PPSPM
@ Lalnnya (sebutkan) PNT-00951/224/595/2020 (SNT-00229/224/454/2020)
- Usulan/Rencana

Pengembangan SDM **)

Keterangan: Pelaporan untuk eselon | merupakan rekapitulasi dari laporan tiap unit kerja.

Kolom dapat ditambahkan jika PPK atau Pejabat Penguji pada unit kerja lebih dari satu orang
*) Diisi dengan tanda V pada kolom yang sesuai dengan sertifikasi yang diikuti oleh masing-masing Pengelola Anggaran
**)Diisi Usulan/Rencana untuk pengembangan kapasitas SDM

Riza Trianzah, A.P
NIP. 19650310 198p




PENGENDALIAN PENGADAAN BARANG/JASA

FORMULIR: SPI-PBJ

1. Unit Kerja : Biro SDM Aparatur dan Organisasi
2. Unit Eselon | : Sekretariat Jenderal
3. Tahun Anggaran : 2022
A. Rekapitulasi
Pelaksanaan Kegiatan | Target 100% BO1 B02 B03 B10 B11 B12
Proses Pengadaan 1 - - - - - .
Tanda Tangan Kontrak 1 - - - - - s
Pelaksanaan 1 - - - - - E
PHO/Serah Terima 1 - - - - - -
Keterangan: Merupakan informasi perkembangan pelaksanaan pengadaan secara keseluruhan
B. Pelaksanaan Per Paket
o METODA PBJ JADWAL TAHAPAN SESUAI METODA (bulan| ;
% NAMA PAKET JENIS BELANJA DAN PAGU YANG > > o ¢® : ) ; o ;i  RENCANA REALISASI
NO AMA F S ) . Z EALISAS| PERMASALAHAN - PEMECAHAN PEMECAHAN
PENGADAAN 2 DIRENCANAKA REALISAS| TIASEUAH RER R
o BARANG | mMopAL | sosiAL N fz2[sfals]e]z]s]efwofnulnzl1]2]s]a[s]e]7]a]o]10]n]n : e
(1) (2) (3) ) (5) (6) {7) [G] (9) (0] a1
1 |Assessment Jafung 320.000.000 VIV 1. Perubahan pada |1. Pemetaan jabatan |1. Rapat koordinasi
Ahli/Pegawai Golongan Inventaris Daftar |kosong dan yang akan |bersama Unit Kerja
IV/a dan IV/b ! i yang g dik k Eselon | untuk
akan melakukan proses pensiun mutasi, |pemetaan jabatan
Penilaian dan rotasi kosong dan yang
Kompetensi akan kosong
dikarenakan dikarenakan proses
proses pensiun, pensiun, mutasi, dan
mutasi, dan rotasi rotasi di
Kementerian
Kelautan dan
Pengadaan Perikanan
Langsung 5 7
2. Agenda 2. ljin prinsip terkait
pelaksanaan agenda pelaksanaan |2. Koordinasi terkait
Penilaian assessment di ijin prinsip kepada
Kompetensi KKP  |lembaga Penyedia lembaga penyedia
mendapatkan Assessment Center Assessment Center
antrian pada
Semester Kedua
dikarenakan
padatnya
pengguna di
lembaga penyedia
a ‘
Total 320.000.000

Kepala Biro SDM Aparatur

Jakarta, 2 Januag 2023

Pemilik Risik

Riza Trianzah, A.Pi.,
NIP. 19650310 19890.

dan Organisasi




FORMULIR: SPI-ANG

PENGENDALIAN PENYUSUNAN ANGGARAN

1. Unit Kerja : Biro SDM Aparatur dan Organisasi
2. Unit Eselon | : Sekretariat Jenderal
3. Tahun Anggaran 12022
HASIL PENGENDALIAN OLEH
NO NAMA PROGRAM/KEGIATAN/ OUPUT/KOMPONEN KESESUAIAN DENGAN PENGUSUL e KEUANGAN SATKEI! ERG: K:s”;l‘_%‘:‘;" SINLT
YA TIDAK YA TIDAK YA TIDAK
(1) (2) (3) (“) 5) (6) () (8) 9
a. Bagan Akun Standar V \4
: b. Standar Biaya Masukan \ \'
1 |Layanan SDM a. Layanan Perencanaan, Pengembangan dan Pembinaan L[ c. Standar Biaya Lainnya ** v v
a. Bagan Akun Standar \Y \
’ ’ - _|b. Standar Biaya Masukan \% vV
2 |Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internala. Layanan Evaluasi dan Pe c. Standar Biaya Lainnya ** v v
a. Bagan Akun Standar \ vV
; : b. Standar Biaya Masukan \ \
- I dan P
3 |Layanan Perkantoran- Operasional dan Pemeliharaan Kantor c. Standar Biaya Lainnya ** v v
a. Bagan Akun Standar \' \'
: b. Standar Biaya Masukan N4 \
4 |Layanan Umum- Layanan Persuratan, TU dan Kearsipan c. Standar Biaya Lainnya ** v v

Keterangan: Pelaporan untuk eselon | merupakan rekapitulasi dari laporan tiap unit kerja.
*) Kolom (2): Untuk eselon | diisi Program, eselon |l serta Satker Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan diisi Kegiatan, eselon Il diisi Output, eselon IV diisi Komponen.
**) Standar biaya lainnya yang disahkan oleh Kementerian Keuangan di luar standar biaya masukan. \
Jakarta, 2 Januari2023
Pemilik Risikg
Kepala Biro SDM AparaturJdan Organisasi

-C”:—’,—

Riza Trianzah, A.PL, M.
NIP. 19650310 1989 16




PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA

FORMULIR: SPi - BMN

1. Unit Kerja : Biro SDM Aparatur dan Organisasi
2. Unit Eselon | : Sekretariat Jenderal
3. Tahun Anggaran 12022
PENGELOLAAN BMN PERMASALAHAN BMN RENCANA
NO JENIS BMN NILAI Eil;ﬂN (Rp) PEMECAHAN REALISGiIs :EI::CAHAN
SATKER | PiHAK Il | Ksp | senckeTa |KELENGKAPANI ., \\6 | Rusak |Lainnya| MASALAH
DOKUMEN
() (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 9 (10) (1) (12) (13)
TOTAL -

Keterangan: Pelaporan untuk eselon | merupakan rekapitulasi dari laporan tiap unit kerja.
*) Diisi untuk BMN yang bermasalah
**)Diisi dengan pilihan: Satuan Kerja/Pihak lll/Kerja Sama Pemanfaatan (KSP). Diuraikan secara jelas pihak pengelola (pihak I} dan pelaksana (KSO).

Jakarta, 2 Januari 2023

Pemilik Ri%iko

Kepala Biro SDM Aparatur dan Organisasi

Riza Trianzah, A.R
NIP. 19650310 1989




FORMULIR: SPI - KN
PENGENDALIAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA

1. Unit Kerja : Biro SDM Aparatur dan Organisasi
2. Unit Eselon | : Sekretariat Jenderal
3. Tahun Anggaran 12022
STATUS KERUGIAN NEGARA
KLASIFIKASI DAN NILAI INDIKASI KN SUDAH ADA PENETAPAN RENCANA REALISASI
O URAIAN KN B BELUM ADA PERMASALAHAN | oEMECAHAN MASALAH|PEMECAHAN MASALAH
PENETAPAN **) | TIDAK ADA| PENGENAAN NILAI )
GANTI RUGI| GANTI RUGI
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
A |BENDAHARA
1 = " & a " =
subtotal Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00
B PEGAWAI NEGERI
BUKAN BENDAHARA
1 & = 4 5 = g = =
subtotal Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00
C |PEJABAT LAIN
1 = - - -
subtotal Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00
TOTAL Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00

Keterangan: Pelaporan untuk eselon | merupakan rekapitulasi dari laporan tiap unit kerja.
*) Diisi dengan nilai perolehan BMN

**) Jelaskan posisi proses penyelesaian

***) Diisi dengan nilai kerugian negara hasil penetapan.

Jakarta, 2 Janugri 2023
Pemilik Risiko
Kepala Biro SDM Aparatur dan Organisasi

iza Trianzah, A. :

NIP. 19650310 1989




PENGENDALIAN PENYERAPAN ANGGARAN

FORMULIR: SPI - PA

1. Unit Kerja : Biro SDM Aparatur dan Organisasi
2. UnitEselon | : Sekretariat Jenderal
3. Tahun Anggaran 1 2022
A. Progres Keuangan

BO1 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12
Target 1,30% 8,45% 10,45% 15,30% 25,45% 35,45% 40,30% 55,45% 66,50% 68,50% 72,45% 100,00%
Realisasi 0,03% 2,56% 7,40% 11,64% 18,85% 24, 84% 28,02% 55,44% 66,43% 64,56% 71,87% 99,48%
B. Progres Fisik

BO1 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12
Target 1.30% 8,45% 10,45% 15,30% 25,45% 34,75% 40,30% 55,45% 66,50% 68,50% 72,45% 100,00%
Realisasi 0,03% 2,56% 7,40% 11,64% 18,85%% 24,84%% 28,02% 55,44% 66,43% 65,67% 74,30% 99,48%
C. Keterangan

No Hambatan/Permasalahan*) Rencana Pemecahan Hambatan/Permasalahan Realisasi Pemecahan Hambatan/Permasalahan

1.

seluruhnya

Secara umum pelaksanaan kegiatan Tahun 2022 pada
Biro SDM Aparatur dan Organisasi dapat dilaksanakan

Keterangan: Pelaporan untuk eselon | merupakan rekapitulasi dari lapol
*) Hambatan/Permasalahan diisi apabila realisasi tidak sesuai dengan t:

Jakarta, 2 Janyari 2023
Pemilik Rigiko
Kepala Biro SDM Aparatir dan Organisasi

Riza Trianzah, A
NIP. 19650310 19

Q




FORMULIR PENILAIAN RISIKO

1 Unit Kerja : Biro SDM Aparatur dan Organisasi
2 Kegiatan : Perencanaan dan Evaluasi ASN (Pengadaan ASN dan Penyusunan Perjanjian Kerja PPPK & Soal Uji/Seleksi Kompetensi)
3 Pagu Anggaran : 948.030.000
4 TA. : 2022 (Triwulan IV)
[ J Persepsi Atas Risiko RATA- Lr;v:‘_el Respon Terhadap Risiko/ Rencana Kegiatan Risiko
No| Kegiatan Tujuan Faktor Risiko Sebab Dampak  |Sifat| Sumber |Rencana RATA 9(pR Pengendalian Residua
Sudar [Fioner| Hima | Aldo | Rusdi kat Uraian Jadwal Pelaks.
KIDIK|ID|K|D|K|D|K|D| K | D [Risik [ T T KD
1 2 3 4 5 7 8 9 A0]11]12[13] 14| 15[ 16[17|18|19] 20 | 23 | 24 |25 26 27 |28 | 29 | 30 [32 ]33
1.|Seleksi Peserta yang Terdapat banyak |a. Kualifikasi Peserta lulus C |Peserta Kontigens |3 |3 |3 [3 |2 (2 [3 |3 |3 (3 |2,80|2,80| 7,84 | 8 |1. Bagian Renbang berkoordinasi Juli
Administrasi |Lulus Seleksi peserta yang tidak Pendidikan/Jurusa|seleksi administrasi ASN i dengan instansi terkait (BKN) sd
Admin_istrasi Iulus_ s_eleksi n tidak sesuai han_ya sekitar 55% 2. Mengadakan rapat persiapan Agu
sesuai dengan a_dmlnls!r35} karena dari peserta yang pelaksanaan Seleksi stus
Permen PAN lidak sesuai b. Syar_at_ » mendaftar Administrasi dengan eselon |
RB dengan ketentuan admm_nslras: tidak lainnya untuk penyusunan
sesuai syarat seleksi administrasi
pengumuman
pengadaan ASN
KKP
2. |Seleksi Peserta yang Terdapat banyak Tingkat Peserta yang UC |Peserta |Kontigens|2 (2 |3 |3 |3 |3 |4 |4 |3 [3 |3,00|3,00| 9,00 | 9 |1. Bagian Renbang berkoordinasi Agu
Kompetensi |Lulus Seleksi peserta yang tidak pemahaman soal |memenuhi passing ASN i dengan instansi terkait (BKN) stus
PPPK Kompetensi lulus (tidak yang kurang baik |grade hanya 2:3 2. Mengadakan rapat persiapan s.d
Sesuai dengan | memenuhi standar dan passing dari total peserta pelaksanaan Seleksi Sept
passing grade | passing grade) grade yang tinggi |serta tidak terisinya Kompetensi dengan eselon | emb
yang ditetapkan formasi karena lainnya er
Permen PAN banyak peserta 3. Melakukan penyusunan soal
RB vang tidak sesuai Standar Kempetensi
memenufi passing Jabatan yang dimaksud
grade disuatu
lokasi
3. [Pengumum | Terinformasikan | Sebagian kecil Ketidakcermatan |Adanya gugatan C |Panitia Preventif |3 |3 |3 [4 [3 (4 (3 |3 |3 [4 [3,00/3,60(10,80|11 |1. Panitia mensosialisasikan hal- Dese
an nya peserta peserta yang tidak tim verikator oleh peserta Pengadaa hal yang menjadi kewenangan mber
Kelulusan |yang lulus lulus tidak dalam menyeleksi (terhadap ketetapan nASN panitia seleksi dan hal-hal
PPPK seleksi menerima hasil berkas panitia seleksi penting lainnya baik melalui
kompetensi yang telah di administrasi pengumuman langsung
kepada tetapkan oleh perserta maupun melalui website dan
masyarakat panitia seleks| 2. Admin pengaduan bidang SDM
Aparatur, mengklarifikasi
laporan-laporan terkait
ketidakpuasan pelamar ASN
4 [Penyusunan |Penyusunan Ketidakkonsistenny | 1.|Lokasi penugasan | Potensi C |PPPK Kontigens [3 |3 |2 [3 |3 |3 |2 |3 |2 |4 |2,40|3,20| 768 | 8 Bagian Renbang bekerjasama |Jan Dese
Perjanjian  |Perjanjian Kerja ||a penempatan PPPK yang pengudunduran diri yang lulus [i dengan Unit Es | yang uari mber
Kerja PPPK|PPPK KKP PPPK berbedaljauh dari |PPPK tinggi dan Seleksi medapat formasi untuk s.d.
unit kerja asalnya |tidak terisinya Kompeten menyusun peraturan dan Ferb
|formasi PPPK yang si perjanjian kerja PPPK serta uari
2.|Sebaran wilayah |dibutuhkan melakukan Konsinyasi dengan
kerja yang luas. BKN selaku inflansi Pembina
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Pemilik Risiko l
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FORMULIR PENILAIAN RISIKO

1 Unit Kerja : Biro SDM Aparatur dan Organisasi
2 Kegiatan : Pengembangan ASN (Assessment Pejabat/Pegawai KKP)
3 Pagu Anggaran : 355.752.000
4 TA : 2022 (Triwulan V)
Persepsi Atas Risiko e Respon T‘“"‘.’;l:n':[::'m::;m' Kegiatan | gigixo
No Kegiatn | Tujuan | FaktorRisiko Sebab | Dampak [sifat| Sumber |Rencana ferr o THEETER] | Tingkat |PRf sl [ e
' mono [a |wan |mar |a : __| Risiko ; Uraian elaksz ;
{ | : A ] f = KID|KID|K|D|K|D|K|[D| K | D | o
R TS 4 51 i BN E 1 7] 8 | o [Jo]11f12[13]1415]16[17]18]10] 20 | 23 24 |25] 28
. |Asesmen Pejabat|Pemetaan 1. Peserta tidak Penugasan lain Jumlah C |UnitKerja |Preventif [3(2(3|2|3|2[3|2]|3]|2|300|200| 600 |6 |1. Menyusun timeline
Fungsional kompetensi dapat hadir dari Pimpinan unit | peserta tidak Peserta agenda kegiatan untuk
Jenjang Keahlian |manajerial sesuai jadwal kerja sesuai target disampaikan kepada
dan Assessment |dan sosial yang telah yang pengelola kepegawaian
Pegawai KKP kultural ditentukan diharapkan unit eselon |
2.
Pemberitahuan
pelaksanaan asesmen
disampaikan minimal 3
minggu sebelum
3. pelaksanaan
Penetapan penugasan
untuk mengikuti
asesmen oleh Sekjen
2. Adanya 1. Kebijakan Jumlah UC |Kebijakan |Kontigens|2|4|2(4]|2(4]|2|4|2]|4(|2,00|400| 800 |8 Jan |April|Juli |Okt
refocussing nasional terkait peserta tidak PPK i sd. |sd |sd |[sd.
anggaran priaritas sesuai target Mar |Juni |Sept(Des
penganggaran yang et
dikarenakan hal diharapkan
3. Pelaksanaan 1.|Bersamaan Waktu C |Lembaga |Kontigens|{3|1|3|1[3|1|3]1(3]|1]3,00(1,00( 3,00 1. Melakukan koordinasi  [Jan |April|Juli |Okt
tidak sesuai dengan kegiatan | pelaksanaan Penyedia |i dengan lembaga sd. |sd. [sd. [sd.
jadwal yang telah prioritas lainnya tidak sesuai Assessment penyedia pada satu Mar |Juni [Sept|Des
ditentukan 2.|Padatnya jadwal | dengan Center tahun sebelum
pelaksanaan target Pemerintah pelaksanaan
asesmen di assessment center
lembaga untuk pendaftaran
pemerintah agenda
terakreditasi A 2:
Membatigun internal
assasskg"n cenler

Jakarta, 2 Januari\2023
Pemilik Risika
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FORMULIR PENILAIAN RISIKO

Unit Kerja . Biro SDM Aparatur dan Organisasi
Kegiatan : Layanan Pembinaan Jabatan Fungsional (Rakornas Pembinaan Je
Pagu Anggaran : 65.606.000
TA : 2022 (Triwulan IV)
Kegiatan Tujuan Faktor Risiko Sebab Dampak  |Sifat| Sumber |Rencana Aas el |Ratarata Tingkat| PR R"‘l:"“"":m Pg""’i::'g“‘"
' : [Stirat [ Wahy |Fhatur] Tgbai | Tiik | b Uratan_|Pdwal Peiaks.|
A : : k|plk|p|k|p|k|p|k|D D | B dlufm]
) R 3 [ | T =] T 8 L) 0]11]12[13[14[16]16]17|18]18 23 | 24 |25 = [29 |
. |Persiapan Menyiapkan Penentuan Terdapat 54 Undangan 241242141214 |2 |4 Bagian JF Ag
Rakornas penyelenggaraan instansi pemerintah daerah yang |kepada peserta |berkoordinasi
Pembinaan Rakornas Pembinaan |pengguna berpotensi sebagai Rakornas dengan Unit Kerja us
Jabatan Jabatan Fungsional |Jabatan instansi pengguna Pembinaan Teknis pembina
Fungsional Bidang Kelautan dan |Fungsional Jabatan Fungsional Jabatan |jabatan fungsional
Bidang Kelautan |Perikanan agar Bidang Kelautan |Bidang Kelautan dan Fungsional
dan Perikanan  |berjalan dengan baik |dan Perikanan  |Perikanan dan hanya Bidang Kelautan
yang akan sebagian kecil yang dan Perikanan
diundang telah mengajukan tidak tepat
kebutuhan Jabatan sasaran
Fungsional Bidang
Kelautan dan Perikanan
. |Penyelenggaraa |Menyelenggarakan Kehadiran Adanya penyesuaian Tingkat kehadiran 241214214 |2 Bagian JF Se
n Rakornas kegiatan Rakornas peserta alokasi anggaran dan peserta tidak mengidentifikasi pte
Pembinaan Pembinaan Jabatan |terkendala biaya |kondisi pandemi yang |sesuai target dan permasalahan mb
Jabatan Fungsional Bidang dan pembatasan |belum sepenuhnya usai |informasi terkait dalam Pembinaan er
Fungsional Kelautan dan akibat pandemi  |menjadi pertimbangan  |pembinaan Jabatan
Bidang Kelautan |Perikanan kehadiran peserta dalam |jabatan Fungsional
dan Perikanan Rakornas fungsional tidak
optimal tercapai
. |Rekomendasi Memberikan bahan Proses Saran dan masukan rekomendasi 2141214 |2 |4 |2 Bagian akan Se
hasil Rakornas |pertimbangan penyusunan peserta rakornas tidak  |yang dihasilkan merumuskan pte
Pembinaan kebijakan pembinaan |rekomendasi sesuai dengan norma tidak sesuai konsep mb
Jabatan jabatan fungsional pembinaan jabatan norma pembinaan pelaksanaan er
Fungsional bidang kelautan dan fungsional jabatan rakornas yang
Bidang Kelautan |perikanan fungsional tepat untuk
dan Perikanan  |berdasarkan menyaring saran
rekomendasi yang dan masukan
dihasilkan dari peserta agar
Rakornas sesuai norma
pembinaan JF
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